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ABSTRAK

KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN DAN MEKANISMENYA
PADA PEMBIAYAAN RAHN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Miftahur Rahman Hakim
NIM. 15913185

Hak cipta dipandang sebagai harta dalam Islam yang merupakan
pemberian dari Allah SWT. Pemanfaatan hak cipta diera sekarang yakni
digunakannya hak cipta sebagai jaminan. Hak cipta sebagai jaminan
merupakan wacana baru yang didukung oleh Undang-undang Hak Cipta No
28 tahun 2014, pasal 16 ayat (3). Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam
terhadap penggunaan hak cipta sghagaijaminan dalam Islam. Dimulai dari hak
cipta dari perspektif ekono d perspektif ekonomi Islam
sebagai jaminan, dan mekanis 3 i jaminan pembiayaan rahn.

Penelitian ini mengkaj te@t re-literatur yang berkaitan
dengan hak cipta perspektif %o m%baga: jaminan rahn. Jenis
penelman yang digunakan 4 lmary, bustaka (Izbrary Rewarch)

metode verifikasi (pengupan)Mgﬂtlm enehtlan ini diperoleh dari
sumber primer dan sumber tef$i di analisis dengan analisis
Deskriptif (Analysis Descriptive) dan analisis Isi (Content Analysis). Setelah

proses tersebut UNPVER.S' aTTs gy Sencarl jawaban

atas permasalahan penelitian.

Hasil penelitian mexkswa kM perspektif ekonomi Islam
mencakup tiga hal yakni diakuinya hak cipta sebagai kepemilikan dalam
ckonomi Islam, diak N( kuf ekonomi Islam,
dan hak cipta sebagai ha ecnaan a c1pta perspektlf ekonomi Islam
sebagai jaminan yaitu hak cipta yang memenuhi syarat-syarat marhun, hak
cipta dapat dijual, diakui oleh ulama dan fatwa MUL. Terakhir mekanisme hak
cipta jaminan pembiayaan rahn dapat diterapkan dalam berbagai bentuk akad
gardul hasan, akad murabahah, dan ba’l mugayvadah.

Kata kunci : Hak Cipta, Jaminan, Ra/in dan Ekonomi Islam.
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ABSTRACT

COPY RIGHTS AS A COLLATERAL AND MECHANISM FOR RAHN
FINANCING THROUGH ISLAMIC ECONOMY

Miftahur Rahman Hakim
Student Registration Number. 15913185

Within the islamic perspective, Copy right is seen as a property given by
Allah swt. Therefore, it is necessary to protect the use of this right as collateral in
the current global era. The utilization of copy right as an assurance is a concept of
novelty supported by the Law of Copy Rights No. 28 year 2014, article 16 (3).
Thus, it is deemed essential to have an in-depth study on the utilization of copy
rights as collateral through Islamic perspective. This study is conducted by
analyzing copy rights through Islamic perspective, copy rights as collateral
through Islamic perspective, and the anism of copy rights as rahn financing.

This is a literary study to |&walgx i
collateral in rahn financing th @1 Islami
through library research methbd ay

ive. The study was conducted

icatiph approach. The data were

; which were analyzed using

descriptive and content analyNis. o Zail brocesses are completed, the
researcher analyzed the data in {B que solution.

i ic economy are comprised of

| property in Islamic economy,

three things namely the admittaneeg
the admittance of copy rights as.s

of copy rights as material pro iy The i of copy rights as collateral in
Islamic economy is deemed lawful since they were considered to posses the

requirements o‘f“m'm ea m«gwn&& »Meanwhile, the
mechanism of py teral thsdugh some types

of covenants including gard sap, murakahah, and ba'i mugayyadah.
Keywords: Copy Rights, Collateral, Rahn, and Islamic Economy
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam sejarah kehidupan manusia, harta adalah titik sentral manusia dala

hidupnya. Dari perspektif svari‘ah prinsip yang menjadi landasan manusia dalam melakuky

aktifitas mencari harta adalah posisi harta bagi kehidupan manusia sebatas perantara untw

menggapai tujuan yang lebih hakiki yaitu kepada Allah SWT. Harta adalah wasilah ats

perantara bagi tujuan yang dapat menjamin terpeliharanya sebuah keharmonisan kehidupe
manusia.'

Islam memandang bahwa Allah menciptakan semua yang ada di muka bun
diperuntukkan untuk manusia. Atas seizin Allah lah, manusia memiliki kewenanga
mempergunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Pandangan ir
menempatkan manusia scbatas pengelola. Sehingga manusia bukanlah pemilik hakiki ata
harta, tetapi baru sebatas “pemilik obyektif” atas harta Allah SWT. Pemilik hakiki atas hart
adalah Allah SWT.> Manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan mengatur barang
barang yang ada di muka bumi ini

khalifah, oleh karena itu, hak mili
gan harta yang ditetapkan oleh syara

yang memberikan kewenangan sas| terhadap harta.® Hak milik itu, ole
Allah secara alamiah telah ditetap gﬁu aannya dan seluruh makhluk menjac
milik Allah SWT, kemudian di oleh ¢llah seluruh alam beserta isinya untul

hak dan materi yang diperoleh. Dis ng.itw uga, karunia berupa hak milik merupaka
sebuah ujian atas ketaatan hambfﬁﬂﬁﬂf@
Salah satu jenis hak milik diera sckarang adalah hak cipta. Dimana hak cipt

merupakan salah SMMWEWIsﬁlﬂﬁ‘ﬁﬁsSenjadi sumber kehidupa

umat Islam.*

Secara historis fenomeljﬁkm k h muncul di tengah masyarakat Islar
pada masa-masa dahulu, meskip % enfs tulisan yang berkembang luas da
mencakup seluruh bid1NDa®NEcgera mengharapkan pahala da
keridhaan dari Allah.’

Hak cipta adalah hak cksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarka
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurang
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan®. Yang dimaksu
dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sasti
yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, ata
keahlian yang dickspresikan dalam bentuk nyata.’

" Yazid Afandi. Figh Muamalah Dan Implementasinva Dalam Lembaga Keuangan Syari ah, (Yogyakarta : Logur
Pustaka, 2009) him. 17.

~ibid., 27-28

¥ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm, 34.

! Akhmad Hulaify, Perlindungan dan Pengeiolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Kekayaan dala
Yerspektif Ekonomi Islam, (Banjarmasin : ISSUE [, Vol 1, Desember 2104), him. 22.

* Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Ma la yasa ul tajiru jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fik
“konomi Keuangan Islam, (Jakarta : Darul Hag, 2004), hlm. 319.

'_' Undang-undang Hak cipta No. 28 Tahun 2014, pasal 1, ayat |.

Ibid.. pasal 1, ayat 3.



(o]

Hak cipta memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi,” hak ekonomi inilah
yang menjadikan hak cipta sebagai benda yang bernilai harta atau sebagai harta kekayaan.
Karena dengan hak ckonomi dapat menjamin kesejahteraan pemilik hak cipta. Dalam
ckonomi Islam, segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, mempunyai nilai, kemudian
mengandung unsur mantaat atau maslahah dan tidak bertentangan dengan syara’ maka dapat
dikategorikan harta kekayaan.”

Hak cipta merupakan hak yang dapat dijadikan obyek akad (a/ ma'qud ‘alaih), baik
akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad fabarru’at (nonkomersial), serta
diwaqafkan dan diwarisi. Hak cipta juga mempunyai unsur manfaat bagi semua orang,
sehingga hak cipta dapat dikategorikan harta kekayaan. Dalam kajian ekonomi Islam hak
cipta merupakan sesuatu yang berharga dan bisa dijadikan aset barang dalam salah satu

faktor produksi yakai modal.'®

Pemantaatan hak cipta scbagai modal yaitu penggunaan hak cipta sebagai jaminan.
Perkembangan hak cipta sebagai jaminan di Indonesia telah mendapat dukungan dari

Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam pasal 16 ayat (3) “Hak cipta
»n 1l

dapat digunakan sebagai _|amman fidusia”™.'" Pengakuan hak cipta sebagai jaminan

masyarakat yang masih belum yakin

bahwa fungsi-fungsi lain dari Hak |dipta ri sudah berjalan misalnya fungsi

erlindungan. Hanya saja fungsi sef@fikat (ternjasuk hak cipta) sebagai agunan yang
belum berjalan di dalam negeri. Befbeda ji hsikan dengan luar negeri seperti di
Amerika Serikat (AS), Kanada, C/m}g,,‘, I %‘l’ laysia dan beberapa negara maju
lainnya penggunaan sertifikat HKI s 1 ebagal jaminan.'

Disamping itu, menurul Besar (pengajar hukum bisnis di Universitas Binus)
menyatakankan kary B Assla baru ada setelah
lahirmya Undang- undang No 28 tahun 014 tentang Hak ‘Sehingga pranata
pengaturannya belum lengkap.” ! MA salahan yang dihadapi di Indonesia
adalah belum tersedianya suatu Ketent ntang’ penggunaan hak cipta sebagai agunan
dalam sistem penyaluran Nw ‘Nﬁ onesia juga belum tersedia
lembaga penilai yang m! ili Q penilaian terhadap nilai
ekonomi dari hak cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam
pengaplikasian hak cipta sebagai jaminan di Inonesia.

Untuk pengaplikasian pada lembaga keuangan syariah bank maupun non bank, saat
ini belum bisa menjadikan Hak Cipta sebagai jaminan. Hal ini dikarenakan belum ada aturan
dari Bank Indonesia (B1) terkait peraturan penggunaan hak cipta sebagai barangjaminan.”

Sehingga penelitian ini berupaya mengkaji penggunaan hak cipta dalam mekanisme
pembiayaan Rahn (gadai). Harta benda yang menjadi objek pembiayaan rahn identik dengan

¥ Ibid.. pasal 4.
 Tim Redaksi, Ensklopedi Hukum Islam (Harta), jilid 11, (Jakarta : PT.1khtar Baru Van Hoeven, 1997), him. 525

""'M Musyafa, Kekayaan Inteleknal dalam Perspekiif Ekonomi Islam, (Jayapura: Al-lqtishad Vol. V, No.l Januaii
3), him. 40.

" Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pasal 16, ayat (3).

" Indra Rahmatullah, Aser Hak Kekavaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan, (Yogyakarta : Deepublish,
5), hlm. 6.

"% Besar, “Hak Cipta juga bisa jadi Jaminan Kredit”, dikutip dari htips://tirto.id/hak-cipta-juga-bisa-jadi-jaminan-
lit-b348, diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 jam 15.38 WIB.
* Asmuni, Disampaikan pada Perkuliahan Figih Muamalah, pada 15 Juli 2017 jam 14.32 WIB.




benda emas, surat berharga dan barang-barang elektronik. Namun dewasa ini definisi obj
rahn dapat pula menjangkau harta benda yang tidak berwujud seperti Sertifikat Hak Mi
(SHM), Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan juga memungkinkan Hi
Cipta yang merupakan bentuk harta kekayaan tidak berwujud sebagai hasil pemikir
manusia, sebagai salah satu jenis objeknya.

Asumsi ini dibangun dari pengertian rahn sendiri, dalam figih muamalah jamin
diartikan sebagai kafalah dan rahn. Menurut Wahbah Zuhaili Kafalah merupakan jamin
dalam bentuk penjaminan sescorang maupun lembaga. Sedangkan Rahn merupak
penjaminan yang dalam bentuk barang atau benda.' Karena dalam penelitian ini ing
mengungkapkan hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai benda. Oleh karena
dipilihlah Rahn.

Lebih lanjut Rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughni adala
sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari hargany
apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangke
menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab rahn adale
menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dap

dibayarkan dari harta benda itu ar.'® Sehingga hak cipta dimungkinke
untuk menjadi objek rahn.

Beberapa penelitian tergat bahas hak cipta sebagai jaminan rah
seperti Heniyatun, dkk (2017), i i (2016), Umi Cholifah (2016), Ahma
Hulaify (2014), Khoirul Hiday lgt fa (2013), dan Fauzi (2012). Penelitia
sebelumnya membahas hak cipl =ebata : perspektit figh atau ekonomi Islam da

Karena itu penulis tertarik meneli

penerapan hak cipta sebagai objww

Perlu dilakukan kajian1ebih anjut mengenal konsep penggunaan hak cipt
perspektif ekonoml hlam sebagal obj ek aminan dengan skema rahn, terutama dari si:
kebolehan sec.ar m k $ pada pembiayaan rah
Sehingga penelman ini berjudul ‘Konsep Hak Cipta sebagai Jaminan dan Mekanismeny
pada pembiayaan Rahn Perspekiif: Io_nowma

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

. Bagaimana hak ci W llA

2. Bagaimana hak cipta sebagai jaminan rahin perspektit ekonomi Islam?

3. Bagaimana penggunaan hak cipta sebagai jaminan rahn pembiayaan rahn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebag:
berikut :
a.  Untuk menjelaskan konsep hak cipta dalam perspektif ekonomi Islam.
b.  Untuk mendeskripsikan hak cipta sebagai jaminan ra/in perspektif ekonomi Islam.
¢.  Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminz
rahn dengan praktcknya pada pembiayaan rahn.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

* Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillatihu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam V
Adillatuhu 6, Cet. | (Jakarta: Gema Insani, 201 1), hlm. 105.

' Abdul Ghotur, Gadai Syariah Di Indonesia (Konsep. Implementasi dan Institusionalisasi), (Yogyakarta : Gad)
Mada University Press. 2011), hlm. 112.
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu
pengetahuan ekonomi Islam dalam pengembangan pembiayaan rahn yang
menggunakan objek jaminan hak cipta, yakni rahn hak cipta sebagai alternatif
jaminan pembiayaan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
pembuat kebijakan untuk mengakomodasi hak cipta sebagai jaminan rahn dalam
Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya ilmiah harus memenuhi syarat yang logis dan sistematis. Sistematika
penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur
pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan laterbelakang masalah, fokus dan
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang telaah pustaka dan kajian teori. Telaah pustaka
menyajikan penelitian sejenis yang telah ada. Sedangkan kajian teori membahas tentang
teori dasar yang digunakan dalam Wiputi kepemilikan dalam perspektif
ckonomi Islam, harta perspektif ek¢A@mi Islam, per? ayaan, konsep jaminan dalam islam
(rahn), dan Hak Cipta. = O

Bab ketiga membahas tent
subjek dan informan penelitian, tekhi
teknik analisis data.

elifidn, yang terdiri atas jenis penelitian,
dta, pemeriksaan keabsahan data dan

Bab empat berisi hasil da . Hasil penelitian dan pembahasan
menjelaskan tentang hak cipta p@ﬂ]mlslam, hak cipta sebagai jaminan
perspektif ekonomi Islam dan penggu’ﬂ(ﬂ k-¢ipta-sebagai jaminan pembiayaan rahn.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini dimunculkan hasil

kesimpulan dari ana@ NtWE:Rgllmﬁsalahan yang diajukan
epa

dalam penelitian, serta saran membangun atau reckomendasi da perkembangan hak cipta

di Indonesia. ISLLAM
INDONESIA



BAB I
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian literatur yang membahas mengenai hak cipta digunakan sebagai jamiw
pembiayaan rahn, boleh dikatakan masih relatif sedikit. Diantara literatur-literatur yang a
baru membahas mengenai pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan di perbankan dari segi huk:
normatif (agama), aspek yuridis (hukum dan perundang undanganan), aspek ekonomi, asy
politik, aspek social dan lain lain. Penckanan yang berbeda terhadap aspek-aspek ya
disebutkan diatas tadi tentunya akan menimbulkan perbedaan atau ke khasan terhadap masin
masing penelitian yang mana menjadi pemerkaya rujukan bagi peneliti peneliti lainnya. Daly
penelusuran pustaka yang dilakukan penulis ada beberapa literatur yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi &
Moch Najib Imanullah, berjudul “Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undar
undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No.49 Tahun 1999 Tental
Jaminan Fidusia”. Hasil penelitian dan_pembahasan dalam jurnal ini yaitu Hak ciy
memungkinkan untuk dijadikan o :(0 JllS‘-lﬂé’lM(dl}g menurut konstelasi hukum jaminan

Indonesia. Hal ini sesuai pasal 16 a aq4 Uy bah\ﬂ. hak cipta dapat digunakan sebagai obj
jaminan fidusia. t

Kedua, penelitian yang dila ﬂia
Hak Cipta sebagai Objek Jaminar I#'idns
dengan hasil penelitian sebagai ber %t 1)
memberikan perlindungan hukum ang hak cipta dan hak terkait. 2) H

Cipta dapat dijadikan obyek JHIHIHWMMJ Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sest
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah UU jaminan fidusia dan U

perbankan. Hak cipt ang baru sehingga pih
bank tidak serta mert HMWEF?SI’TA’Q

Ketiga, penelitian yang d oleh,lda s Aminda, I Wayan Wiryawan, dar
Nyoman Bagiastra dengan judul * ig\ Anm‘ul sebagai Jaminan Fidusia™. Meto

penelitian yang digunakan adajah metode penglitian idis normatif dimana dalam penelitiy
selalu diawali dengan pre}N@éNEﬁ(i asan normatif, hasil peneliti.
dan pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitia
Kesimpulan dari penelitian ini adalah jaminan fidusia, berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nom
28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hak cipta bisa dijadiky
jaminan, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.°
Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rani Kartika Sari, dengan judul “Hak Cip
sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pasal 16 ayat
UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang dijaminkan secara fidusia dapat dilakuke
cksekusi sebagaimana pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengs
alasan pada hak cipta yang dijamin adalah hak ekonominya. Selain itu berkaitan dengan notar

F% 1jaon, berjudul “Kajian Hukum Tenta
et(%ﬂ)e penelitiannya adalah yuridis norma
hak cipta dalam UU No.28 tahun 20

" Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi dan Moch Najib Imanullah, Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinje
dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jamine
Fidusia, Jurnal Privar Law Volume. IV No. | Januari-Juni 2016, hlm. 97-106.

*Rio F Najaon, Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Lex et Societatis, Volum
IV/No. 7/Julif2016, hlm. 151-156.

¥ Ida Bagus Aminda, 1 Wayan Wiryawan, dan | Nyoman Bagiastra dengan judul, Hak Kekayaan Intelektual sebag
Jaminan Fidusia, hlm, 1-5.
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maka kewenangan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia seperti dalam pasal 5 ayat |
UUJF sehingga tidak ada alas an bagi notaris untuk menolak membuat akta jaminan fidusia yang
objeknya hak cipta.’

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Iswi Hariyani, dengan judul “Penjaminan Hak
Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia”, Penelitian ini merupakan penelitian normatif,
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan,
pertama, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak Cipta sudah dilegalkan sebagai
obyek jaminan utang melalui skema Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014.
HAKI yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (tangible) dapat diikat dengan jaminan
Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HAKI yang tidak nyata (immaterial) atau tak-benda
(intangible) hanya bisa diikat dengan jaminan Fidusia. Kedua, obyck Hak Cipta yang berwujud
nyata (material) atau benda (tangible) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan
jaminan utang melalui skema Gadai. Namun, UU No. 28 Tahun 2014 belum mengatur secara
lengkap mengenai hal ini. Ketiga, obyek Hak Cipta yang berwujud tidak nyata (immaterial) dan
tak-benda (intangible) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui
skema Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. Namun,
implementasi aturan ini di perbankan karena belum ada revisi terhadap

L
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nom r‘</[D/6/PBI/2007 1% g mengatur tentang agunan kredit
bank.?

Keenam, penelitian yang dituli rdani dengan judul “Optimalisasi Nilai
ekonomi Hak Merek menjadi Agulnar
undangan di bidang Hak kekayaan inte %mal. ankd# dan Fidusia)”. Penelitian dan kajian
ini bertujuan untuk mengetahui kedudukeh H ek gai obyek jaminan fidusia menjadi
agunan dalam kredit di bank. Untuk mepéap mmt maka dilakukan penelitian hukum
normatif, menggunakan data sekunder, ;?ﬁgj iri‘dar an hukum primer dan bahan hukum
sekunder dengan melakukan conent identification. Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan penafsiran@Ntv(EiRS I»eTsAtsogis. Hasil penelitian
ini bahwa Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia memenuhi syarat menjadi agunan kredit di

bank karena merupakan benda bcrgcla$]lk b(AJMat dialihkan, dan mempunyai nilai
u

ekonomi, tetapi belum memperoleh dukungan yuridis berupa peraturan perundang-undangan
yang mengatur Hak Merek iNl@y@NlEbs IWga upaya optimalisasi ini
dikatakan belum optilmal.®

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Sujana dengan judul, “Hak Cipta sebagai
jaminan kebendaan bergerak dikaitkan dengan pengembangan obyek Fidusia.” Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif
analisis. Tahapannya dengan melalui studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara
normatif kualitatif. Hasil kajian ini mennunjukkan bahwa hak cipta dapat dibebani fidusia
selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya.
Hak cipta harus didaftarkan ke Dircktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual agar dapat
dijaminkan.”

* Rani Kartika Sari, Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Lex Renaissance No.2 Volume. 1 Juli 2016

n. 293-307.

* Iswi Hariyani, Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia, Jurnal Hukum 1US QUIA TUSTUM NO.

/OL. 23 APRIL 2016, hlm. 294 - 319.

® Susilowardani, Optimalisasi Nilai ekonomi Hak Merek menjadi Agulnan Kredit di Bank (Kajian kritis peraturan

rundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelekiual. Perbankan dan Fidusia). Jurnal Repertorium, Edisi Januari-Juni

" Sujana, Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak dikaitkan dengan pengembangan obyek Fidusia, Jurnal

imbar Hukum Volume 24, No. 3, Oktober 2012, him. 377-569.



Kedelapan, penelitian yang dilakukan Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No.3 Septemb
2012, yang ditulis oleh Sri Mulyani berjudul “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektw
sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan Di Indonesia”. Hasil penelitis
ini adalah perkembangan masyarakat global, HKI akan dijadikan collateral, untuk mewujudke
konsep hukum ini diperlukan peraturan hukum di Negara-negara yang bersedia menerapky
menatur substansi pembebanan, pengikatan dan pendaftaran HKI sebagai collateral ®

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Junaidi dan Muhammad Jow
dengan judul “Pemanfaatan Sertifikat HKI sebagai Collateral Kredit”, Hasil penelitiannya, He
Kekayaan Intelektual (HKI) di negara-negara maju telah diperluas pemanfaatannya sebag
collateral untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Nilai ekonom
HKI dapat ditentukan dengan menghitung misalnya nilai pasar, biaya pembuatan/reproduks
biaya penggantiun penyusutan, nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Permasalahan yang dihadapi «
Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan HKI sebagai collatere
dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Tujuan memanfaatkan HKI sebagai collateral kredl
adalah untuk membantu UMKM dan Koperast dalam melengkapi persyaratan perkreditar
Mesklpun HK] dapat dlmanfaatkan sebagai_collateral kredit, namun demikian kedudukanny
Wré@*—{n\:ﬁﬁmg \ tambahan melengkapi suatu perjanjia:
pokok kredit. Kajian ini menggunkgn analisis disKriptif dengan melakukan tinjauan stud

pustaka difokuskan untuk menggali Ean asi HK 1 serta regulasi penjaminan kredi
perbankan di Indonesia. HK1 memi dijadikan collateral kredit, karena HK
memiliki nilai ekonomi yang dapat|dthitung rdasdrkan harga pasar, dapat dieksekusi, dapa

beralih atau dialihkan, baik seluruhfty:

perjanjian tertulis atau sebab-sebab gt , an oleh peraturan perundang-undangam
Selain itu, perjanjian penjaminan k% ggunakan HKI sebagai collateral pada
umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutoral.”

Kesepuluh, h dengan judul “Kajiar
Hukum Islam Ter/mmmvmmjm Rahn”. hasil penelitiar
bahwa Hak merek merupakan ckayagn igdustry yang dapat melindungi reputasi
perusahaan dan konsumen, ddrll$\tgap ilai ekonomis. Fenomena semakin

banyaknya minat para ha pembiayaan berbasis syarialy
sehingga menarik mengkimm @N%io&dalam perjanjian rahn. Hasil
penelitian hukum positif di Indonesia mengakui hak merek sebagai benda yang bergerak dan
tidak berwujud. Pada kajian hukum Islam yaitu menurut ulama Hanafiyah, hak merek dapat
dijadikan marhun, karena telah memenuhi rukun dan syarat sebagai marhun dalam perjanjian
rahn, dan didukung oleh Fatwa MUI tahun 2005 hak merek merupakan hiqug maliyah (hak
kekayaan) yang mendapat perlindungan seperti mal (harta).'’

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh Bellah Putri Affandi, dengan judul “Analisis Hak
Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatan Perekonomian Di
Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah HKI bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam
hukum Islam dipandang sebagai harta. Landasan HKI scbagai objek wakaf yakni asas
kemantfaatan HKI. Penilaian HKI mengacu pada Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4 (PPPI-
4) Penilaian Aset Tidak Berwujud. Pengelolaan wakaf dengan obyek HKI dapat mengurangi

gian karena pewarisan, hibah, wasiat

" Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelekiual sebagai Collateral (Agunan) unwk Mendapat Kredit
Perbankan Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No.3 September 2012, hlin. 568-578.

* Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni, “Pemanfaatan Sertifikar HKI sebagai Collateral Kredit”. Jurmal Smecda,
2011, Volume 6 September, hlim. 124-141.

" Khoirul Hidayah, Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn. Jurnal De
Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 November 1, Juni 2014, him. 1-9,



jumlah pengangguran dan Penciptaan fasilitas publik baru. Pemerintah sebagai regulator melalui
Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jendral
Kekayaan Intelektual serta perbankan syariah dalam mengembangkan wakaf HK1."'

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Heni
Hendrawati dengan judul “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf™'. Metode
yang digunakan adalah deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Dengan pendekatan
yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek
wakaf secara teknis sama dengan objek wakaf yang lain, yang membedakan hanya ikrar
wakafnya saja, selain itu juga disyaratkan adanya surat pendaftaran (pencatatan) ciptaan dari
Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukumnya adalah ketika wakif sudah
mewakafkan maka haknya sudah beralih pada penerima wakaf. Namun hak yang dapat beralih
hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif),
perlindungan hukum untuk hak cipta sesuai yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta,
sehingga wakaf hak cipta ini sifatnya sementara. Mengenai keabsahan batasan waktu wakaf
dengan objek hak cipta, para ulama membolehkan wakaf dengan batasan waktu. Hal ini sesuai
dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut.'?

Ketigabelas, penelitian yang di |SIEIAT Gholifah berjudul “Hak Cipta Dalam
Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini hdhwa Hak cipta/fri sudut pandang Islam merupakan
liyyyth (hak kekayaan) sehingga berlaku
dungan terhadapnya. Hak cipta juga

memiliki lapangan tersendiri dalam {ifat i is dan sosiaiisnya dengan adanya
pembatasan terhadap masa/ waktunya. % ayakitgd mal yang dapat difungsikan dalam
objek akad, maka ciptaan yang memiljkd hak ptaan yang bersifat halal. Hak cipta

memiliki pengaruh terhadap ekonomi %mﬂﬁf prinsip dan implementasi ia telah
dilindungi oleh Undang- undang Hak CiptNémer44d takiih 2002 untuk dikomersilkan sehingga
memberikan manfaat bagi pencipta maupun pemegang haknya."

Keempatbelas, p@NlﬂV\ERﬁ\lﬂi@AﬁHﬂk Milik Intellektual
dalam Perspektif Figh Tslami”. Berbicara tentang Ha ilik Intelektual (HAMI) dalam

perspektif figih menghadapi bebera'es(iﬂin ard\ lajh yaitu, pertama HAMI tergolong
masalah hukum baru yang keberadaannya seperti sekarang ini belum dikenal oleh masyarakat
muslim pada abad-abad terd 3 ngAdikembangkan pada masa itu
adalah ilmu-ilmu syari’ah ymmg lAcnjadi kewajiban kolektif
(fard' al-kifavah) dan untuk memperoleh pahala. Kedua, sebagian masyarakat muslim
memandang HAMI hanya sebagai produk hukum Barat yang bersifat kapitalis, bahkan ada
pendapat yang menyatakan bahwa HAMI adalah bentuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan
yang jelas-jelas tidak dapat diterima oleh Islam. Ketiga terdapat sejumlah teks keagamaan yang
menyatakan bahwa ilmu pengetahuan menjadi amal jariyah seseorang yang dapat mendatangkan

pahala secara berkesinambungan. Uraian ini belum secara spesifik berbicara mengenai hak cipt:
sebagai mal, dan hak cipta sebagai marhun rahn."*

"' Bellah Putri Affandi, Analisis Hak Kekayaar Intelekmal Sebagai Objek Wakaf Dalam Upayva Meningkatar

rrekonomian Di Indonesia, hlm 1-15.

* Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Heni Hendrawati, Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Waka

mal Hukum Novelty, ISSN: 1412-6834, Volume. 8 No. 1 Februari 2017, him. 91-107.

" Umi Cholifah, Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam. Jurnal El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama, Vol.4 No. 1, Jun

916, p-ISSN 2338-9648, e-ISSN, him 89-104.

" Asmuni Mth, Hak Milik Intellektual dalam Perspektif Figh Islami, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hin



Kelimabelas, penelitian yang ditulis oleh M Musyafa dengan judul “Kekaya
Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indones
sudah diatur sedemikian rupa padahal teks-teks Islam tidak mengatur secara spesifik. Hak dala
Islam adalah karunia ilahi sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syariat. Untuk ¥
manusia memiliki kewajiban menghormati hak orang lain, dan tidak ada wewenang unty
menghancurkan atau menginjak-injaknya. Sebaliknya, pemilik menggunakan hak-hak tersebs
dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ekonomi seseoram
dilarang memperdagangkan sesuatu yang bukan miliknya karena melanggar hukum hak cipt
Karya seseorang yang merupakan karya intelektual dianggap sebagai properti. Islam mengharg:
hal itu dengan membuat hak yang melekat pada pemiliknya."

Keenambelas, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hulaify dengan judw
“Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelekiual Sebagai Harta Kekayam
Dalam  Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan HaKl dalam kerangk
Ekonomi Islam dikategorikan sebagai harta tidak berwujud atau immaterial. HaKl denga
pendekatan maslahah al-mursalah dan ‘uruf adalah sebuah hak yang berimplikasi ekonomi
(harta). Ketika HaKI merupakan sebuah harta yang tidak berwujud atau immaterial mak.
diperlukan perlu adanya sebuah kopSep| Per ngan serta pengelolaan ditinjau dari sisi
ekonomi Islam. Dimana harta tersebut dimaksudkan b? mendatangkan keberkahan (maslahah

al-syariah yaitu Pertama, harus sesua

dengan tujuan syara’ atau maqasid
keraguan bahwa benar-benar tidak a

Ketiga, kemaslahatan tersebut harus & emulfaban dan dapat dilaksanakan. Keempat,
kemaslahatan tersebut benar—bcnar 1

bukan sebagian kecil masyarakat.'® ;% !l[m ;’ J’ t:;«J
Ketujuhbelas, penelitian yangJ auzi dalam disertasinya dengan judul

“Teori Hak dan Istishlah dalam Fi lqlh Kontem orer Sebuah Ap!:kas: Pada Kasus Hak Cipta”.
Hasil penelitian secara e

SIam mengenai hak cipta
yang masalah hukum kontemporer ini be um terdapat nasq eksplmt dalam al-Qur’an dan hadits.

Ulama telah menelaah masalah m:ln%‘lﬂr;}d Islam, menurut Hanafiyah hak cipta
tidak dapat dikategorikan sebagai mal karena bukan enda ‘avn yang dapat disimpan. Sementara

jumhur ulama berpendapat 1 Nﬁ$ a memiliki nilai ekonomi. Dan
dengan pendekatan istishlah "al-s njclas n uranignya perlindungan hak cipta,
baik faktor ekonomi, budaya dan regula51 yang kurang."”

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No Penelitian Terdahulu Persamaan Perbedaan

1 | Muh Yuris Azmi, dkk | Pada penelitian ini sama- | Perbedaan dengan penelitian

(2016) dengan judul “Hak | sama menunjukkan | ini yaitu metode penelitian
Cipta sebagai  Jaminan | penggunaan  hak  cipta | menggunakan yuridis
Fidusia  Ditinjau  dari | sebagai jaminan normatif, dan untuk

M Musyafa, Kekavaan Inteleknal dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Al-lqtishad Volume. V, No.l Januari
2013, him. 39-50.

Ahmad Hulaify, Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelekival Sebagai Harta Kekavaan Dalam
Werspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al-Igtishadiyah ISSN Elektronik : 2442-
£282, Vollt;me. I, Issue I, desember 2014, him. 21-35.

Fauzi, Teori Hak Dan Istishlahi Dalam Figh Kontemporer : Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta, (Banda Aceh
Arraniry Press, 2012).
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Undang-undang No.28
Tahun 2014 tentang Hak
Cipta dan Undang-undang
No.49 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia”

mengungkapkan hak cipta

sebagai  jaminan  hanya
menggunakan Undang-
undang, tanpa melibatkan

nass Quran, hadis, dan ijma
ulama.

Rio F Najaon (2016)
dengan  judul  “Kajian
Hukum Tentang Hak Cipta

Pada penelitian ini sama-
sama menggunakan objek
hak yang

cipta akan

Perbedaannya yaitu metode
pendekatan yuridis normatif,
pendekatan tanpa melibatkan

sebagai  Objek Jaminan | digunakan sebagai jaminan | nass dan pada skema jaminan
Fidusia” fidusia bukan gadai (rahn)
Ida Bagus Aminda (2016) | Persamaan dengan | Perbedaan dengan penelitian
dengan judul “Hak | penelitian ini yaitu [ ini  yaitu  objek  yang
Kekayaan Intelektual | menjelaskan  penggunaan | digunakan  hak  kekayaan
sebagai Jaminan Fidusia | kekayaan intelektual | intelektual ~ belum  secara
ditinjau  dari  Undang- | sebagai jaminan. spesifik menggunakan objek
Undang Nomor 28 Tahun ISLAM hak cipta.
2014 tentang Hak Cipta” 7 Z
Rani Kartika Sari (2016), Pe:{s_ ngan | Perbedaannya yaitu metode
dengan judul Hak Cipta | pen ama | pendekatan yuridis normatif,
sebagai  Objek Jaminan | me hak | pendekatan tanpa melibatkan
Fidusia cip nass dan pada skema jaminan
fidusia bukan gadai (rahn)
Iswi ~ Hariyani  (2016), | Persa :’ M [=d¢hgan | Perbedaannya yaitu metode
berjudul “Penjaminan Hak pengﬁgan ni ~sama-sama | pendekatan yang digunakan
Cipta  Melalui ~ Skema | menggunakan_ objek hak | yuridis  normatif, tanpa
Gadai dan F, idusiU N VE $In$/&l$<an nass dan

pada skema gadai.

pendekatan ekonomi Islam.

Susilowardani (2014),
berjudul “Optimalisasi
Nilai ekonomi Hak Aj‘N
menjadi Agulnan Kredit di

Bank
perahiran perundang-
undangan di bidang Hak

kekayaan intelektual,
Perbankan dan Fidusia)

(Kajian kritis

4
penelitian ini  sama-sama

® Eksw

sebagai _]alﬂlnﬂl’!

Perbedaannya yaitu objek
yang digunakan merupakan
metode

pendekatan yuridis normatif

merek,

dan skema jaminan fidusia
bukan gadai.

Sujana  (2012), dengan | Persamaan dengan | Perbedaannya yaitu metode
judul “Hak Cipia sebagai | penelitian ini  sama-sama | yuridis  normatif, tanpa
Jaminan kebendaan | menggunakan objek hak | melibatkan nass dan pada

bergerak dikaitkan dengan

cipta sebagai jaminan.

skema jaminan fidusia bukan

pengembangan obyek gadai (rahn). Penelitian ini
Fidusia™. dilakukan sebelum adanya
UUHC No.28 Tahun 2014.
Sri Mulyani ~ (2012), | Persamaan dengan | Perbedaan dengan penelitian
Pengembangan Hak | penelitian ini yaitu sama- | ini  yaitu belum secara
Kekayvaan Intelektual | sama menjelaskan | spesifik menggunakan objek




Collateral
(Agunan) untuk Mendapat

sebagai

penggunaan kekayaan
intelektual sebagai jaminan.

hak cipta sebagai jamina
dan bukan skema gadai.

Kredit  Perbankan  Di
Indonesia

9 | Akhmad  Junaidi  dan | Persamaan dengan | Perbedaan dengan penelitic
Muhammad Joni (2011), | penelitian ini sama-sama | ini  yaitu  belum  seca
dengan judul | menggunakan kekayaan | spesifik menggunakan objc
“Pemanfaatan  Sertifikat | intelektual sebagai jaminan. | hak cipta sebagai jamina
HKI sebagai Collateral dan bukan skema gadai.
Kredit”.

10 | Khoirul Hidayah (2014), | Persamaan dengan | Perbedaannya  yaitu  obje
berjudul  “Kajian Hukum | penelitian ini sama-sama | yang digunakan merupaka
Islam  Terhadap  Hak | menggunakan kekayaan | hak merek, metod!
Merek  Sebagai  Obyek | intelektual sebagai jaminan. | pendekatan  hukum  Islar
Dalam Perjanjian Rahn” dan.

11 | Bellah  Putri  Affandi | Persamaan dengan | Perbedaannya yaitu objel
(2016), berjudul “Analisis perﬁTitidSLipﬁMama\;ama yang  digunakan  belun
Hak Kekayaan Intelektual ﬁq ok yaan | spesifik hak cipta, dan dalam
Sebagai  Objek  Wakaf | i figh | penelitian ini ditujukan untuk
Dalam Upaya homi | penggunaan objek wakaf.
Meningkatan
Perekonomian Di
Indonesia”

12 | Heniyatun, Puji ngan | Perbedaannya yaitu objek
Sulistyaningsih, dan Heni | penelitian ini sama-sama | yang  digunakan  belum
Hendrawati (2017), ap o ynel pe hak cipta, dan dalam
judul  “Kajian wml VER!S imyrArgan ini ditujukan untuk
Peralihan ~ Hak  Cipta i Islar penggunaan objek wakaf.
Sebagai Objek Wakaf™. Tg]_ A M

13 | Umi  Cholifah  (2016), | penelitian _ inj _sama-sama | Perbedaannya yaitu belum
dengan judul “Hak (IN@!@NESIMNengRaji penggunaan hak
Dalam Ekonomi Islam” ckonomi Islam cipta sebagai jaminan rahn

14 | Asmuni  Mth  (2003), | Persamaan dengan | Perbedaannya yaitu belum
dengan judul “Hak Milik | penelitian ini sama-sama | mengkaji penggunaan hak
Intellektual dalam | melihat kekayaan | cipta sebagai jaminan rahn
Perspektif Figh Islami” intelektual perspektit figh

muamalah

15 | M Musyafa (2013), dengan | Persamaan dengan | Perbedaannya yaitu  belum
Jjudul, “Kekayaan | penelitian ini sama-sama | mengkaji penggunaan hak
Intelektual dalam | melihat kekayaan | cipta sebagai jaminan rahn
Perspektif Ekonomi Islam™ | intelektual perspektif

ekonomi Islam

16 | Ahmad Hulaify (2014), | Persamaan dengan | Perbedaannya  yaitu  baru
berjudul Perlindungan dan | penelitian ini sama-sama | sebatas perlindungan
Pengelolaan  Hak  Atas | melihat kekayaan | kekayaan intelektual dalam
Kekayaan Intelekiual | intelektual perspektif | Islam  belum  mengkaji
Sebagai Harta Kekayaan | ekonomi Islam penggunaannya sebagai
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Dalam Perspektif Ekonomi jaminan rahn
Islam

17 | Fauzi (2012), “Teori Hak | Persamaan dengan | Perbedaannya yaitu belum
dan Istishlah Dalam Figih | penelitian ini sama-sama | mengkaji penggunaan hak
Kontemporer: Sebuah | melihat kekayaan | cipta sebagai jaminan rahn
Aplikasi Pada Kasus Hak | intelektual perspektif figh.
Cipta”

B. Landasan Teori
1. Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam
a. Pengertian Kepemilikan

Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama al-milkiyah. Al- milkiyah secara
etimologi berarti yang kepemilikan. Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang
dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh sescorang'®. Dan pengertian lain a/-milk adalah
pemilikian atas sesuatu (a/-mal atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak
bebas terhadapnya.'® Misalnya, Ahmad memiliki sepeda motor, ini berarti bahwa sepeda

motor tersebut berada dalam kel?ﬂzwmgga ia bebas menggunakan motor

tersebut. 2] z,

Kepemilikan atau biasa
lingkup yang cukup luas, menadf()up
dan hak milik umum. Untuk i
pandang yaitu hukum positif, hu

Pengertian hak milik be sitif terdapat dalam undang-undang
Hukum Perdata Indonesia. Hikf }Evm uatu hak untuk menikmati suatu
kebendaan dengan leluasa dan m bebas terhadap kebendaan tersebut
dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan yang dLe?N'l $ A etapkannya dan tidak
menggangu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan fidak  meéngurangi kemungkinan

untuk pencabutan hak itu dei glnungAMerdasarkan atas ketentuan undang-

undang dan pembayaran ganti rugi.”

Menurut huku“@@”ﬁﬁ enangan untuk memperoleh
sesuatu yang di ingin ili Aang dipunyai atau sesuatu
yang dimiliki. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hak milik adalah hubungan seseorang
dengan suatu harta yang diakui syara’ yang menjadikannya mempunyai kekuasaan
khusus terhadap harta, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum, kecuali ada
halangan syara R

Menurut Mushtafa Ahmad Al-Zarga dan Ali Al-Khafifi “Hak milik adalah
keistimewaan (ikhtishash) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak
atasnya dan memungkmkan pemiliknya ber-tasharuf secara langsung atasnya selama

tidak ada halangan syar’i.”” Dari pengertian tersebut si pemilik harta mempunyai
kewenangan untuk mengelola, mengambil keuntungan manfaat dari harta yang di miliki

ik pada dasarnya mempunyai ruang
hak milik Allah, hak milik pribadi
ngertian hak milik dari tiga sudut
omi Islam.

"* Bahesti, Ownership In Islam, (Teheran: Foundation Of Islamic Thought, 1988), him. 161.
" Musthafa Ahmad Zarqa, Al-madhkhal al- figh al’amm. (Beirut: Dar al-fikr Jilid 1, 1968), him 240.
*' R. Subekti dan R. Tjitrosudibo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradya Pramita, 2008), him.171.
*' Abdul Aziz, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu’ah Al-Fighiyah). Jilid 11, (Jakarta : PT.Ichtiar Batu Van
eve, 200[) him. 1176.
* Abdurahman Misno, Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam. (Yogyakarta : deepublish, 2014) him. 56.




dapat melarang seseorang mengambil manfaat tanpa sebelum mendapat izin darir
baik yang bersifat materi maupun immaterial.

Dari sudut pandang ekonomi Islam hak milik adalah sesuatu kekuasaan ung
menikmati ataupun baik dalam menggunakan benda atau harta dengan sepenuhr
sesuai dengan apa vang telah diatur oleh Syar’l dengan tujuan tidak mendatangk
kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini si pemilik hak tersebut bebas dal.
menggunakan benda atau harta yang ia miliki. Akan tetapi kepemilikan tersel
tentunya tidak mempunyai kewenangan terhadap hak milik yang ia punyai.”?

Jadi pada dasarmmya hak milik merupakan sebuah hak yang diberikan kepada
pemilik benda atau harta untuk digunakan atau dikelola dengan tujuan berdasark
tujuan syar’i.”® tujuan syari tersebut supaya manusia tidak dikuasai oleh harta yal
dimilikinya sehingga ia berbuat semena-mena terhadap orang lain. dan memberan
kemiskinan yang menghancurkan kehidupan umat manusia baik diri pribadi maup
masyaraka umum.

Dari penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi Islam sang
memperhatikan kedudukan hak paiki chidupan manusia di dunia. Kare
seseorang bisa terjerumus kedalfmy k%%&aﬁ%ng/a an merugikan serta mendatangk

kemudharatan dalam kehidupan . ya bab% keserakahan terhadap kepemilik
yang telah dianugerahkan oleh Alfah § 0O

Konsep Kepemilikan dalam E aﬁo Slamy’ Z

Teori kepemilikan ataw> hak i am ckonomi Islam merupak
permasalahan mikro dimana kepemili jadi |parameter penentu dalam perilal
ekonomi mikro Islam.” Hal ini- ana Islam mengukur kesejahtera.

masyarakat dan juga dengan hak pat melihat bagaimana pengaruhny

terhadap seseorang dalam melakukan sebuah aktifitas dalam mengalokasikan sumb

daya, distribusi pand 'Vﬁaﬁ r&

Dalam m da | !Iﬁ buah konsep das
bagaimana kedudukan manu rt::i:p n sebuah sumber material yawr
diciptakan oleh Allah SWI$ AXM sebuah hak untuk memilik
mengkonsumsi, serta NP egial maupun immaterial yar
ada dimuka bumi. NaINﬁgNE:Sr atasan-batasannya, karenr
penguasaan hak secara keseluruhan merupakan perbuatan yang dilarang di dala
konteks ekonomi Islam, seperti yang tercantum pada firman Allah QS. Ali-Imran : 180.

i

o AN "1”:"_‘- d L M o 7 FY-1 20 B B ,’;_,r’.“{;—”\
L Osdskon (A5 50 Th b 1A 5o cdbad 0 Al o g5t Lo 0plas Al st X

B 088 G 8T N el b i alcall i3 iy
Artinya:
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepaa
mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi merecke
sebenarnya kebakhilan itw adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan it
akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segat

warisan (vang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kam
kerjakan.

** Asmuni Mth, Konsep Al-mal Dalam ljtihad Ulama Mazhab, dikutip dalam tesis Akhmad Hulaify, 2009, him. 81.
Ibrd 81-82.

* Muhamad, Ekonomi Makro Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta : BPFE, 2004), him. 100.
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Pada dasarnya kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak milik
yang disahkan syara’. Dimana kepemilikan merupakan hak khusus yang diperoleh si
pemilik mempunyai kewenangan untuk menggunakan sepenhnya hak yang ia peroleh
dengan tidak melanggar ketentuan yang telah diberikan syara’.”® Kepemilikan terhadap
harta sah dimiliki akan tetapi ada batasan tersendiri dalam kepemilikan terhadap sesuatu
yang berkenaan dengan kepentingan umum baik itu menyangkut permasalahan wakaf
dan fasilitas umum syara’.

Dalam konteks ekonomi Islam, kepemilikan dan hak milik pada dasarnya
merupakan kewenangan Allah, mutlak milik Allah, sebagai mana firman Allah QS. Ali-

Imran : 189.
n P A T S (- I R SN I
(2D 5o [ I o Ay a3V wrpea T S UL
Artinya :
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala
sesuari.

Berdasarkan ayat diatas yang
ada di bumi maupun langit adalah Al @ Alla erhakzl lakukan apa saja terhadap apa
, memiliki dan mengatur serta
mengelahm segala rincian yang terja h’.‘Pa o n Allah juga Maha Kuasa atas

Kemudlan baru manusia sebdgai kha i a bumi diberikan kewenangan
untuk menggunakannya sesuai dengdn vang telah ditetapkan Allah..

sebagaimana firman Allah QS. Al- Bm&‘ﬂﬂjj@]

eI AT By Tty 3830 J1oRosh 28 N5 BT Sl T4y

Artinya : UNIVERSITAS

Dan belanjakanlah (harta benda lan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan

dirimu sendiri ke dalam kebinasa ’]rgthqu karena Sesungguhnya Allah

menyukai orang- omngyani' berbuat bab N E s I A
Allah melarang mahluknya untuk menggunakan harta di jalan yang bathil

dimana dengan harta tersebut manusia bisa terjerumus dalam keadaan yang membuat dia

. 2
dalam kerugian. ™

,.
|?||

Kepemilikan dalam ekonomi Islam mempunyai pandangan bahwa si pemilik
tidak bisa menggunakan hak kepemilikannya dengan sekehendak hatinya. Karena harta
terdapat ketentuan-ketentuan Allah baik itu digunakan untuk diri sendiri maupun untuk
kepentingan orang banyak hendaknya berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam firman
Allah QS. An-Nahl ayat : 90
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’: Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 1, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), him. 93.
. M. Qurais Syihab, Tafsir al-Misbah, Jilid 11, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm.305.
* Ibid.. him. 426.



Artinya:
Sesungguhnya Allah menyvuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memba
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran o

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengam
pelajaran.

Keadilan yang dimaksud dalam ayat diatas merupakan dasar untuk berbw
sesuatu baik itu aktivitas sehari-hari maupun dalam keadaan tertentu. Termasuk dale
pengelolaan harta konsep keadilan adalah dengan menempatkan sesuatu sebagaima
mestinya.”’ Artinya bahwa harta tersebut dalam hal pendistribusiannya harus melil
lepada fungsi sesungguhnya harta itu sendiri. Harta dimiliki bukan untuk kesenang:
dunia melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Dengan berdasarkan konsep tersebut dapat menciptakan sistem ekonomi Isla
yang teratur, progresif, dinamis yang akhirmya membentuk poia kehidupan yang pell
terhadap lingkungan sekitar berwujud pola kerjasama dan saling tolong menolong.
Prinsip Islam tersebut bertentangan dengan falsafah strunggle for existence yar
menyatakan bahwa kesejahferadisLeKondmi
dipegang oleh orang-orang
orang kaya. lslam mx.ngajmk

akan terwujud apabila perekonomi:
A .
g mempunyai-Kdkuatan baik pengusaha ataupun orang

Jadi kepemilikan terh@&ap se bersifat materi maupun immateri dalax
menjalankannya haruslah b konsep keadilan dan keseimbangan.

Keadilan ckonomi Islam %ﬂj@@}\dmribusian kepemilikan yang telal
diperoleh oleh seseorang bukan berarti dapat memonopoli sektor-sektor ekonomi dimar

ada hak-hak _ya ntu su berikan dampak posit
terhadap kesthWEﬁ&]k A rsebut diharapkan dapc
menjaga keseimbangan ekongmi yang ada di masyarakat, baik yang memiliki tingk:
ekonmi terbatas, pas-paq MSchmgga adanya kepemilikan yan
menjaga keseimbangan Lrtumbuhan ekonomi masyarakat denfan memberikan peluan
yang lebih besar INEksaiAka akan membawa pengarul
terhadap peningkatan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat di segala bidang baik ity
ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi dan politik.

c¢. Ruang Lingkup Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Para ulama figh membagi kepemilikan kedalam dua bagian yaitu**:

1) Al milk At Tamm (milik sempurna)

Yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang
schingga seluruh hak yang terkait dengan harta 1tu dibawah penguasaannya. kepemilika
seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan oleh oran;
lain. Ciri-cirinya diantaranya, (a). sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaa
bersifat sempurna. (b) Matert dan manfaatnya sudah ada sejak sejak pemilikan itu. (c
Pemilikannya tidak dibatasi waktu. (d) kepemilikannya tidak dapat digugurkan

* M. Qurai sihab, Tafsir al-Misbah, jilid V11, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), him. 323.

" Abdul Sami® Al-Misri, Mugawwimat al-lgtishad al-Islami, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini (Pilar-Pil:
Ekonomi lslam) (Yogyakanta : Pustaka Pelajar, 2006), him. 33.

/\t?aiurrahman Dokirin Ekonomi Istam, Jilid 11, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 93.
*Tim Penulis, Enseklopedi Hukum Istam, Jilid 4, him. 1178.
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Contohnya adalah kepemilikan terhadap sebuah rumah dimana si pemilik mempunyai
kuasa penuh terhadap rumah yang dimilikinya.
2) Al Milk An Naqish (kepemilikan tidak sempurna)

Yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya
dikuasai orang lain. Adapun cirri-ciri nya adalah, (a) Boleh dibatasi waktu,tempat, dan
sifatnya. (b) Tidak boleh diwariskan. (c) orang yang menggunakan manfaatnya wajib
mengeluarkan biaya pemeliharaan. Ulama figh menyatakan bahwa kepemilikan manfaat
dapat diperoleh dengan lima cara yaitu®:

(1) al-I'arah yaitu dengan pinjam meminjam dimana akad pemilikan terhadap
manfaat tanpa ganti rugi.

(2) ljarah yaitu sewa menyewa dimana pemilikan manfaat tersebut di sertai dengan
adanya ganti rugi.

(3) Ibahah yaitu dengan akad penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang
lain.

(4) Wakaf vyaitu dengan akad kepemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang
diberi wakaf sehingga dia boleh memanfaatkan seijinnya.

(5 Wasmt yaitu dengan akad pg adari si pemlhk harta kepada orang

sebagai berikut **:
1) Milk al-ain
Yaitu pemilikan berupa bcnd

Dari segi objek kepemilik ﬁerh@ria Ppfa ulama membaginya antara lain

Contohnya motor, mobil, rumal anah lain 3ebagainya.
2) Milk al mamfa’ah Rz ([ (£
Yaitu pemilikan terhadap mantabt-' - €bntohnya hak cipta, hak sewa dan

lain sebagainya.

3) Milk al ad- dum' *N! E}R§ IA§
Yaitu pemilikan dap utang y lur ayarKarfolelt orang lain.

Sedangkan dari objek h Igﬂlh pdra @lama figh membaginya kedalam
enam bagian antara lain®®

1) Hagq Mali, atau dlk Nelsﬂ.\ tilah al-huqug al maliyah
yaitu hak-hak yang dQ abendaan dan mantaat,
seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap
barang yang dibeli, haq irtifaq atau hak menggunakan memanfaatkan benda tidak
bergerak baik itu milik pribadi maupun milik umum, seperti hak penyewa terhadap
sewaannya.

2) Haq gairu mali, dalam bentuk jamak disebut al-huqug gair al-maliyah yaitu hak
yang tidak terkait dengan harta benda. Contohnya hak asasi manusia, hak qishash,
hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi natkah, hak pemeliharaan
anak, hak perwalian terhadap seseorang dan hak politik.

3) Hag asy svakhsi, adalah hak yang ditetapkan syara bagi seseorang pribadi berupa
kewajiban terhadap orang lain, contohnya hak penjual menerima harga yang dijual
dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang,
hak sescorang untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak istri mendapatkan nafkah.

** [bid., hlm. 1178.
" Ibid., him. 1179.
M. Ali Hasan, Berbagaimacam Transaksi dalam Islam, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 9-11.



4) Hag al-aini yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara terhadap suatu zat, sehing
ia mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan hakr
seperti suatu benda, contohnya hak irtifaq dan hak terhadap benda yang dijadik
jaminan utang.

5) Haq mujarrad yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurk
melalui perdamaian atau pemanfaatan. Contohnya dalam hal utang, jika pemb
utang menggugurkan utang tersebut atau tidak menuntut pengembalian utang kepe
orang yang berutang, maka tidak memberi bekas sedikitpun bagi orang berutang,.

6) Haq gairu mujarrad, hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalk
bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya qishash, apabila ahli waris terbum
memaatkan pembunuh maka pembunuh yang tadinya wajib dibunuh menjadi tic
wajib. Yang berarti pembunuh yang tadinya halal untuk dibunuh, menjadi har:
untuk dibunuh. Dalam haq gairu mujarrad ini boleh dilakukan perdamaian deng
pemberian ganti rugi. Sedangkan hag mujarrad tidak boleh dilakukan perdamaian

Sebab kepemilikan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi empat cara ya
sebagai berikut™® :

1) Thraz al-mubahat, kepemg enguasaan terhadap harta yang bels
dimiliki seseorang atau lﬂdan g dalam isilah hukum islam disel

baik itu individu maupu %ad k. Kayu dan ikan yang diambil dari tersel
kemudian menjadi milik %seora § kepelg} ikan yang didapat olehnya merupak

dimiliki secara penuh oleh:si- S0} 1 ana orang lain tidak boleh mengam
kayu dan ikan tersebut. “Kemudian dtas-Kepemilikan tersebut si penemu bol
menjual, disedekahkan atau digunakan sendiri. Kepemilikan yang mubah dals

istilah ulafna lm m ! ily n$f| atau asal. Maksudn
kepemilikM a ts tu y m&a us melalui imbalan, an
orang tersebutlah yang $ a mengyukéan benda tersebut.

2) Al-‘uqud, akad atau tr:l:n; :]Lukm“ dikarenakan sebab adanya sebt
transaksi yang gdila ﬁ S, W hukum. Misalnya transa
dalam bentuk J-Imm msll

3) Al-khalafiyah, pewarisan dimana kepemilikan diperoleh karena adanya sebu
pewarisan atau penggantian sesuatu dari benda yang disebut tadmin atau ta'wid a
ganti rugi.

4) Al-tawallud minal mamluk, yaitu kepemilikan yang diperoleh melalui sebuah ha
atau buah dari harta yang dimiliki seseorang baik yang datangnya secara ala
seperti buah-buahan hasil dari berkebun, anak domba hasil peliharaan dan lain-la
Termasuk juga kepemilikan yang didapat dari hasil usaha pemiliknya sepe
keuntungan dari usaha perdagangan.

Dari ketentuan tersebut diatas terkandung nilai-niali filosofis®’:

1) Nilai rahmat (kemurahan). Diperolehkannya seseorang memiliki sesuatu ya
mubah, seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buruan, dan lain-la
dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan/kekuasaan orang lain se
maksud untuk memiliki sesuatu tersebut, menunjukkan begitu besar kemurak

** Ensklopedi Hukum Islam, him. 1177.

M. Sularno, Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekone
Istam,( Yogyakarta : Al-Mawardi Edisi IX Tahun 2003), him. 89.
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Allah pada manusai yang dengan pemilikan secara mudah tanpa ganti rugi itu
menjadikan ia memiliki keudahan di dalam memenuhi kepentingan hidup serta
menunjukkan perannya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah. Lebih dari itu,
kebolehannay menempuh cara pemilikan seperti ini merupakan pengejawantahan
dari watak Islam “rahmatan lil *alamin”.

2) Nilai penghargaan, kepastian dan kerelaan. Aqad/transaksi dikategorikan scbagai
suatu cara memperoleh hak milik menurut Islam. Dalam akad terdapat sua atau lebih
pihak yang melakukan perjanjian, masing-masing pihak dihargai memiliki posisi
yang sama, masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai sejak awal yang sama-
sama dihargai dalam aqad, hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam
terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan. Selanjutnya di dalam
akad yang terdapat persyaratan ijab dan gabul dan syarat-syarat lain menunjukkan
adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai kerelaan.

3) Nilai tanggungjawab dan jaminan kesejahteraan keluarga. Salah satu cara yang
diatur Islam untuk memperoleh pemilikan adalah melalui khalafiyah svakhsy ‘an
syakhsy atau kewarisan. Waris menempati kedudukan muwaris (orang yang

mgalkan oleh muwaris. Pewarisan harta

utamanya merupakan kosekéfisi dari hubugan nasab dan pernikahan. Hak mewarisi
us memperhatikan nasib warisnya.

Sehingga untuk berwakaf, s@ia ah; hibab n lain-lain, ada batas maksimalnya

(1/3), hal ini mencerminkanl nilaigys metmen Islam pada kesejahteraan

Menurut Ibnu Taymiydhy hak i i atnya terbagi menjadi tiga bagian

yaitu®®: o I s
1) Hak Milik Individual (al—miﬂéﬁﬂ mmjon‘vm proverty)

Maksudnya adalah setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak

miliknya, mftg)lejWeE'Ru$!1@F ksa dan melindunginya
dari pemubadzitan. Akan tetapi hak tersebut dibatasi olch s€jumlah limitasi seperti
larangan bermewah-mchl%)!::;sAMbagainya. Serta adanya kewajiban
atas harta tersebut seperti me akirniisKin.

Kepemilima m adalah semisal hak milik
seseorang atas rofi“da ah? mﬁ sa saja memiliki roti untuk
dimakan, dijual serta diambil keuntungan darinya. Sama halnya dengan rumah,
rumah boleh untuk dihuni, dijual, atau disewakan.

Islam mengatur hak milik (kepemilikan) bagi Individu maupun kolektif
hakekatnya merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya pembebasan manusia
dari kemiskinan dengan memberikan sarana dan sumberdaya alam siap
dikembangkan secara ekonomis. Oleh karena itu konsep kepemilikan dalam Islam
pada hakikatnya memiliki implikasi positit terhadap perkembangan ekonomi yang
Islami.

2) Kepemilikan Umum (al-milkiyyat al‘ammniah Public Proverty).
Kepemilikan umum adalah izin al-syari’ kepada suatu komunitas untuk

bersama-sama memanfaatkan benda/barang. Sedangkan benda-benda tergolong
kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syari’

\. A. Islahi, Konsep Ekonomi [bnu Tatmiyah, (trjm) H. Anshari Thayib, (Surabaya : Bina limu, 1997) him. 31.



sebagai benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak bol
dikuasai oleh seorang saja.

Sehinga kepemilikan umum ini bersifat kolektif, dan biasanya hak milik
dperlukan untuk kepentingan sosial. Maka, setiap individu dapat memanfaatkanny
namun dilarang untuk memilikiya. Seperti: Fasilitas dan sarana umum.

3) Kepemilikan Negara (al-milkiyyat al-daulah/state proverty).

Kategori ketiga ini adalah hak kepemilikan oleh negara, kare
membutuhkan hak milik untuk memperoleh penghasilan, yang pada gilirann
dipakai untuk menjalankan kewajibannya. Misalnya untuk menyelenggarak
pendidikan, memelihara hukum, menjaga keamanan dalam negeri, melindum
kepentingan masyarakat dan lain sebagainya.*’

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dap
digolongkan kedalam jenis harta milik umum. Walau pada dasarnya kepemilika
negara termasuk kepemilikan umum, tetapi hak pengelolaanya menjadi wewenan
dan tanggung jawab pemerintah. meskipun demikian, cakupan kepemilikan umuw
dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam sua

negara, yang wewenang pengéfolaghnya “ﬂ pada tangan pemerintah.

Dengan demikia intah dal@m hal ini memiliki hak untuk mengelo
hak milik ini, karena id s epresentasi kepentingan rakyat, mengembz
amanah rakyat, atau ba h-nerupakan institusi kekhalifaan Allah «

: 1]
Muka bumi.

Berikut beberapd enis ke ilika(:ﬁ egara menurut al-syari” dan pemerinta

berhak mengelolanya dehgan-pad ihadnya, yaitu:

®_

a) Harta Ghanimah, an_g‘f ;
b) Harta yang berasal dari Kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh da

orang kafir, baik melajui ganataytidak
o rddIMIER SITAS
d) Harta yang berasa 1 Pajak(dharibgh).
e) Harta yang tidak a r1 lebihan harta dari sisa waris.

f) Harta yang diperoleh secara tidak sah oleh para penguasa, pegawai negara, ata
peiba RPN FEPNE S [ A
g) Harta lain milik negara yang diperoleh dari BUMN Negara. Seperti padan
pasir, gunung, pantai, laut, dan lain sebagainya.

Dari pembagian-pembagian yang dijelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwa hal
atas harta atau kepemilikan itu bersifat kondisional dan tidak mutlak. Dan konsep Islam
tentang hak milik ini secara radikal sangat berbeda dengan pandangan paham yang lain
Perbedaan mendasar yang membedakan terletak dari nilai filosofis yang diajarkan. Islan
sangat menckankan akan nilai yang terkandung dalam suatu perilaku perbuatan. Sepert
yang diungkapkan oleh Baqir as-sadr dalam Igtishoduna bahwa perbedaan ekononw
Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonominya, bukan pada ilmuy
ckonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dar
batasan-batasan syariah."

Sehingga nilai yang kemudian dapat digali dari nilai filosofis dalam aturar
kepemilikan menurut Islam, antara lain :Nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nila,

* Ibid., him 144.

* Tim Penulis MSI UIN, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah, (Yogyakarta :MSI-Safiria Insania Press, 2008)
him. 28.
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ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas,
serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.

2. Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pengertian Harta dalam Ekonomi Islam

Harta (mal) dari segi bahasa disebut dengan al-mal yang berasal dari kata ( Jwe—
s« 23— =) yang berarti condong, cenderung dan miring."" Menurut Ibn Manzur dalam
bahasa al-Arab definisi harta itu ialah apa yang dimiliki oleh seseorang dari keseluruhan
sesuatu.*”? Dalam kamus Mujam al- Wasit, harta adalah setiap apa yang dimiliki baik
oleh individu atau bersama-sama seperti harta benda, barang dagangan, uang, hewan dan
kesemua dari harta-harta.”

Ibn al-Athir dalam kitabnya al-Nihayah, menjelaskan bahwa harta pada asalnya
adalah apa yang dimiliki seseorang yang berasal dari emas atau barang berharga
kemudian ia bertasarruf atau membelanjakan atas setiap apa yang disimpannya, harta ini
hanya dimiliki oleh orang-orang kaya atau berada.**

Menurut Wahbah al-ZuhaM bahasa ialah setiap barang yang
benar-benar dimiliki dan dikuasfifhivarah) Sleh syscorang. baik dalam bentuk ‘ain
ataupun manfaat. Contoh harta Fin“c 4, perak, binatang, dan tumbuh-
tumbuhan. Sedangkan contoh haif 1 seperti menunggang kendaraan,
memakai pakaian dan mendiami %m ng tidak dikuasai oleh seseorang,
tidak dinamakan harta dari segi bahasa. U burung di udara, ikan di dalam air,
pohon di hutan dan galian di peru ;
1) Dari Sudut Istilah.

a) Pendapat Golongan Hanafi. %ﬂj&%ﬂj@‘

Menurut golongan Hanafiah harta merupakan benda atau barang yang dapat
dikuasai dikatakanjha NIVERr IETA’I($H (dikelola/ hiyazah)
dan dapat diambiL)t faat pdada idsaa ns | g d, arak atau khinzir
merupakan harta karena ia digu as leh orapg m:‘slam‘

Ibn Abidin al-Hanafi I LJAIA al-Adliyyah menyatakan harta
ialah barang yang disukgaiol wi si digimpan untuk waktu tertentu
baik itu harta bergerakm ﬁmgl sih diperdebatkan karena
ia tidak lengkap karena, walaupun sayur-sayuran dan buah-buahan dapat disimpan
namun ia cepat rusak dan masih tetap dianggap harta. Begitu juga dengan sebahagian
barang yang tidak disukai oleh tabiat manusia seperti obat, juga dapat dianggap sebagai

harta.*
b) Pendapat Golongan Malikiyah.

Al-Syatibi mendefinisikan harta itu sebagai apa-apa yang dimiliki dimana si
pemilik itu sendirilah yang akan menjaganya dari diambil oleh orang lain."
Pendapat Golongan Syafi‘iyah.

Golongan Syali'ivah berpendapat bahwa tidak disebut dengan harta kecuali
sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperjualbelikan  selama manusia
mcnyukainya.m

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), him. 9.

J Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Jil. 11,(Beirut : Dar Sadr, 1956), him. 623.

** Majma’ Lughoh al-Arabiy, Mu jam al-Wasith, Jilid 2, (Istambul : al-Maktabah al-Islamiyah), him. 892.
“_ Ibnu al-Athir, Nikayah fil Gharib al-Hadits wal Athar, Juz 4, (Makkah : Maktabah al- Baiz),hlm. 372.

* Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islam wa Adilatuhu, Jil. 4 (Damsyik: Dar al-Fikr: 1425 H/2004), him. 40.
““ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fighul al-Islam Wa Adillatwhu, Juz.4, Darul Fikri, (Damaskus, 1989), him. 41.

“" Al Syatibi, a- Muwafaqat fi Ushuli al- Syariah. Ji11.2. Darul Ma'rifah, Beirut, t.th, h. 17.



c) Pendapat Golongan Hanabilah.

Syamsudin Ibn Qudamah al-Maqdisi berkata bahwa harta ialah apa-apa ya
mempunyai manfaat pada saat keadaan biasa bukan pada saat keadaan darurat.*

Berasaskan definisi para fuqaha’ di atas dapat dijelaskan bahwa menurut fugak
selain dari Hanafi mengungkapkan harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi ju
termasuk manfaat dari sesuatu benda sebab i1a boleh diambil dan dikuasai dengan c:
mengambil asal dan sumbernya. Juga karena manfaat dan hak-hak itu menjadi tujw
dari sesuatu benda (barang), jika tidak ada manfaat, maka benda-benda itu tidak ak
diambil (dicari) dan orang tidak akan menyukainya. Sedangkan fugaha’ dari golong
Hanafi membatasi definisi harta pada perkara-perkara atau benda-benda ya
mempunyai pisik dan zat yang dapat dirasa. Adapun mengenai manfaat dan hak-hz
maka itu tidak dihitung harta pada pandangan mereka, ia merupakan milik tetapi buk
harta.

Lebih lanjut Mustafa Ahmad al-Zarqa® dari golongan Hanafi Mutaakhit
mengungkapkan definisi harta sebagai sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangs
masyarakat.’® Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa segala sesuatu itu boleh diseb

sebagai harta apabila memel ikut: Pertama, benda itu boleh dimilik
Kedua, benda itu boleh dima

Islam memandang h r@ d idah yang disarankan Al-Qur’an, yak
dipertimbangkannya kesejah &mn n, masyarakat dan hak milik. Pandangs
demikian, bermula dari landdsan ima lah, dan bahwa Dia-lah pengatur sega
hal dan kuasa atas segalanya

Harta seluruhnya adgﬁh 4@ maka manusia adalah khalifah dalai

sé

mempergunakan dan mengatur arta tersébut. Sebagaimana firman Allah dalam QS. A
Baqarah : 30

ISLo MY s 0 o3
Artinya- INDONESIA

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku henda
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”" mereka berkata: "Mengapa Engkam
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padany
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engka

dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yan,
tidak kamu ketahui."”

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam urusan harta kekayaan, pad
hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas vang diben
wewenang dan tugas oleh Allah dalam menciptakan kedamaian di muka bumi ini sert
dapat mendapat membawa kebaikan seluruh umat manusia.”> Oleh karena itu, suda

Al Sayuti, al-Asybah Wan Naza 'ir, (Beirut : Darul Kitab al-llmiah, 1990), hlm. 327.
* Al Magqdisi, al-Syarhu al-Kabir, j.4, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994), hlm. 8.
* Mustafa Ahmad al-Zarga’, (1999: 127).

*' Muhammad Ibrahim Quth, Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi (alt
Sivasah al mal iyah li al-Rasul), alih bahasa Rusli, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), him. 19.
* M. Qurai sihab, Jilid I, him. 142,
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menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk bertanggung jawab dengan
menjalankan segala perintah dan ajaran Allah baik itu masalah ibadah maupun
muamalah. Tidak terlepas mengenai permasalahan harta yang merupakan amanah yang
dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:**

1. Allah Maha Pencipta, bahwa semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan
Allah.
Semua harta adalah milik Allah.
Iman kepada hari Akhir.

Harta merupakan sebuah amanah yang diberikan Allah untuk hamba-Nya,
dimana dengan harta seorang hamba bisa melakukan apa yang semestinya dilakukan
yaitu menghilangkan kemiskinan dimuka bumi guna menghindari dari kekafiran,
kemusyrikan, kebathilan dan lain-lain. Disamping itu harta merupakan penentu
kesejahteraan seorang hamba. Seperti yang diungkapkan Abdullah Lam bin Ibrahim
harta merupakan salah satu indikator penyebab kekayaan dengan kata lain harta
merupakan sarana untuk mencapai kese;ahteraan dalam bentuk materi yaitu kaya.”!
Seorang hamba yang memiliki kgkayaan me
menafkahkan hartanya di jalan
tersebut seseorang hamba day

ai tugas mulia dari Allah yaitu untuk
endapat ridha Allah, dengan harta
pak positif terhadap pemerataan

Dalam kehidupan man i posisi yang sangat penting, harta

merupakan sarana penunjang dala diNas mBnfisia di muka bumi.® Dimana harta
merupakan alat untuk mencuku m sandang, pangan dan papan. Tanpa
harta seseorang akan mudah untidk @Iuam yang dilarang, dimana hal ini
sudah menjadi ketetapan Allah.

Allah mepthl'W sk A gl serta memerintahkan
untuk memakmurkann esuai dengan firman Hud ayat 61.
AT 5 Sl 5 ‘-I‘Sh-\r‘AﬁM)‘—* 26 el it 5,5 gy e

INDOPE S 15000 0585005,
Artinya:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku,
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan
kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmumya, karena itu mohonlah
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat
(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Dari ayat di atas diharapkan scorang hamba akan terderong untuk turut serta
dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Dengan jalan menciptakan
kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat bagi manusia secara umum. Keikut
sertaan umat Islam dalam berpartisipasi dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi

* Ibid., him. 142.

*' Abdullah Lam bin Ibrahim, Figih Finansial, him. 8.
* Ibid., him. 14.



merupakan sebuah ketaatan terhadap perintah Allah yang tercantum dalam FirmanN

QS. Al-Hadid ayat: 7.

y <”’t.$|}1m|,,§..l,..,.1‘d.db uwﬂmwﬂ»w\)w\_’;.dr ALt

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan natkahkanlah sebagian dari hartai
yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman
antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besai

Avyat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah memberikan kckuasaar
kepada hamba-Nya untuk mengelola harta kekayaan yang telah diberikan. Disamping
manusia juga dituntut untuk bisa memberikan manfaat terhadap alam sekitarn

sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

“Sebaik-baiknya manusia a
56

lain™.

maupun kehidupan secara umum. Eeh
dan keluarga, kehidupan umum>deng
meningkatkan taraf hidup rakyat s épai p
Harta dalam konsep huKumT,
kebutuhan pokok manusia addan/wult

ISLAM

(%)
Oleh karena itu, berusaha lgtuk ero!%x
dalam wujud memperoleh kekayagh y

s

ng memberikan manfaat bagi ora

penghidupan yang layak tentur
i kebutuhan hidup secara pribz
meliputi natkah untuk diri send

fta membangun masyarakat d

ckunder dan kelengkapannya.57

ikan salah satu dari lima das

aitu memelihara agama, jiwa, ak

kehormatan (keturunan) dan harta.’® Karena dengan memelihara harta sama deng
menjaga kcseimbarEilJ WERJS)TT Akgalam al-Qur'an G
Al-Maidah (5): 38

T ASS jys A "TSE'A\‘ML“F ”)’J“""-’ “"J‘—de)‘—-ﬂ
Lokt IH Y
Laki-laki yang mencurkda DnQNyE ',szglah tangan keduam

(sebagai) pembalasan bagi apa yang mercka kerjakan dan sebagai siksaan dari Alla

dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Harta merupakan amanah yang dititipkan Allah sehingga dalam kepemilik
harta terkandung fungsi social yaitu dalam harta yang dimiliki ada terkandung ha
haknya para fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya.

Artinya:

s /)f‘-“) LN G réj)" 3

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan ora.

miskin yang tidak mendapat bagian.

* M. Qurais Shibah, Jilid I hlm. 107.
7 Ibid., him. 107.

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, him. 49,
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Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa dalam kepemilikan terhadap harta
ada terkandung hak para fakir miskin dan yatim piatu. Dan Orang miskin yang tidak
mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Dalam hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Tarmizi :

Sesungguhnya dalam setiap harta (seseorang), ada hak orang lain selain Zakat.

Jadi pada dasarnya Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya
scbagaimana di jelaskan pada ayat di atas. Harta disini merupakan alat untuk
mewujudkan kesejahteraan yang ada di muka bumi ini. Dengan kepemilikan harta yag
sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syara’ maka harta tersebut akan membawa
kesejahteraan kepada orang banyak.

d. Ruang Lingkup dan Pembagian Harta dalam Ekonomi Islam
1) Ruang lingkup harta dalam Ekonomi Islam
Menurut ulama fugaha Malikivah, Syafi’ivah dan Hanabilah sesuatu bisa
disebut sebagai harta apabila mempunyai gimah atau nilai.** Dimana apabila terjadi
kerusakan terhadap sesuatu tersebut maka seseorang yang merusaknya akan
dikenakan ganti-rugi terhadapnya. Harta tidak hanya berupa materi akan tetapi juga
i suatu benda. Contoh harta dalam
bentuk materi antara lain [ “ang, perhiasa% tanah, dan lain sebagainya. Harta
dan lain-lain.

2) Pembagian Harta dalam Ek r@m
Pembagian Harta o|¢H p

bagian atau kategori yan %erdas
berikut ini-

lq%l hengelompokan harta atas beberapa
ipagla segi-segi tertentu, sebagaimana

] ( ginpergunakan benda tersebut. Terdiri
dari dua bagian yaitu h:ﬁ’fd ity (mitagawwim) dan tidak bernilai (ghairu
mnfaqaww:m)

.!\?( (slm??ﬁtsng dapat dimiliki dan
syariat Islam membolehkan pc.ngambl an manfaat darinya dengan sangat bebas
dan biasa saja, yakn!$ Ma seseorang tidak terpaksa untuk
memanfaatkannya.”’ Berdasar an 1arif diatas, maka dapatlah dirumuskan yaitu
bahwa da]amjmqw \ﬁ ataly, tidak perlu terlebih dahulu
ditentukan ap. 1tuSCsdatu g eh syariat Islam atau tidak.
Seandainya ia dilindungi maka sesutau itu dlanggap bernilai dan begitu juga
sebaliknya.

Harta yang tidak bernilai atau ghairu mutagawwim adalahharta yang
tidak hanya memiliki satu unsur syarat saja, harta yang tidak dapat dimiliki dan
tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa atau salah satu diatara keduanya,
yaitu tidak dapat dimiliki atau tidak dapat dimanfaatkan.®’ Atau sesuatu yang
oleh syariat Islam tidak boich digunakan kecuali dalam keadaan dharurat
(terpaksa). Contoh harta yang tidak bernilai adalah arak dan babi, walau

bagaimanapun ulama figh Hanafiah berpendapat bahwa kedua-dua narta diatas
adalah bernilai bagi orang non-muslim.

* Habib Najir, Muhammad Hasanuddin, Enseklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Randung : Kafa Publishing
08), him. 257.

“ Hamid Zahari, Harta dan Milik dalam hukum [slam. (Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1985), hlm. 4.
" Ahmad Ibrahim, al-Ahkam, 1.3,( Kulala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), him. 5.



b) Pembagian harta dilihat dari jenisnya, Harta Bergerak (mangul) dan T

c)

bergerak (‘ugar)

Pendapat golongan Hanatiah harta bergerak (manqul) adalah harta yau
dapat dipindah dan diubah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk ds
strukturnya akan tetap ataupun akan berubah akibat perpindahan tersebuy
contohnya seperti uang, barang perniagaan, hewan ternak, binatang peliharaa
dll. Sedangkan harta tak bergerak (‘ugar) adalah harta yang tetap pas
tempatnya, tidak dapat dipindah dan diubah sama sekali ke tempat lai
contohnya seperti tanah dan rumah.®

Pendapat golongan Maliki harta bergerak (manqul) sebagai sesuatu yar
dapat dialihkan dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya akan teta
bentuk dan strukturnya masih tetap seperti biasa, contohnya adalah pakaim
buku, kendaraan, dsb. Sedangkan harta (‘ugar) adalah sebagai sesuatu yang tide
dapat dipindah dan diubah sama sekali, atau sesuatu yang dapat dipindah de
diubah dalam keadaan terjadi perubahan bentuk apabila dipindah. Kadangka
harta aqar dapat berubah menjaghi dan sebaliknya seperti pintu rumal
gembok, dan aliran listrik yamg pa walnyaia dalah harta aqar karena terhubun

'eni@ a termasuk harta agar beruba

mitsliy. o g ((( £ (T
Flath  mily ad%ﬂjmj @J mempunyai  bandingan  atal

persamaannya, sedangkan harta gimiy yaitu harta yang tidak ada persamaan ata
bandingunn@mjyﬁﬂiai A; dut satuan unitnyz
apakah ada p@fsamaan atau bandingan, apabila tidak ada maka keduanya dilihe
dari sudut persamaan nil!i% au Iﬁly saji. Harta
Mitsliy dibagi atds 1!11 am, M
1) Al-makilat y N D i sgperti padi dan gandum A
mauzunat yal bai m) MS! Ai kapas dan besi

2) Al-‘adadivat  yaitu barang-barang yang dapat dihitung satuan day
mempunyai bentuk yang hampir sama seperti kelapa dan telur

3) Al-dhar’ivat yaitu barang-barang yang diukur dengan meteran seperti segaly
jenis kain, botol kaca, kayu papan. Dalam hal kain tenun yang dijahi
berbeda ukuran dan bentuknya maka termasuk harta gimiy.

Adapun harta gimiy adalah harta yang tidak mempunyai bandingan ataw
keserupaan bentuknya di pasaran. Seandainya ada maka tetap berbeda nilai dar
pada masing-masing barang yang terdapat di pasaran. Contohnya binatang
tanah, pohon, rumah, batu permata, intan berlian, dll. Harga yang dapat dihitung
yang berbeda nilai suatu barang dengan barang lainnya termasuk dalam harte
qimiy karena ia berbeda ukuran dan jenis seperti gerabah.®®

 Wahbah Zuhailiy, al-Fighul Islam Wa Adillatuhu, Juz.4, (Damaskus : Darul Fikri, 1989), him. 46

“ Ibid., him. 47.
* Ibid., him. 49.

“* Ahmad Yusuf, al Mal fisy Svariah al Islamivah, (Kaherah : Dar al-Tsagafah, 1991), him. 22.



d)

Pembagian harta berdasarkan mitsliy dan gimiy ini tidaklah tetap, karena
dapat berubah mengikuti suatu keadaan. Jika terjadi keadaan yang tertentu harta
mitsliy dapat berubah menjadi gimiy dan begitu juga sebaliknya. Keadaan itu
antara lain®%:

1) Tidak ada stok barang di pasaran. Jika harta mitsliy terputus kiriman
barangnya dari produsen maka ia dapat berubah menjadi harta gimiy.

2) Ketika terjadi percampuran. Jika dua harta mitsliy yang berbeda kemudian
dicampurkan maka benda percampuran itu merupakan harta gimiy.

3) Apabila terkena bencana. Jika harta mitsliy terbakar atau terendam air maka
berubah nilainya menjadi harta gimiy.

4) Jika harta tersebut cacat atau bekas pakai maka harta mitsliy tersebut
berubah menjadi harta qimiy yang bernilai khusus.

Pembagian harta yang dilihat dari sudut tetap atau tidak tetap zatnya, terbagi atas

dua macam yaitu harta istihlaki dan isti'mali.

Harta istihlaki ini adalah harta yang tidak mungkin dipakai kecuali
dengan cara merusakan zatnya, comohnya seperti makanan, minuman, uang,
kertas, dll. Manakala harta isti_mali_adalah harta yang dapat digunakan zatnya

dan masih tetap utuh/ada. ¢ WTJMH} arta-harta yang tidak bergerak,
pakaian, buku, permadani, d l(nglam- il

Perbedaan ini timbu
tersebut pada pertama kali ﬁn ----- A-ddriZpenggunaannya yang berikutnya.
Dengan demikian jika zat [benda 4 hang: tu hilang pada penggunaannya
pertama kali, maka ia ter%suk ] jénis hartd istihlaki. Tetapi jlka
penggunaannya pada pertaiy;
dikategorikan sebagai harta yang)is

Akibat dari pembagian harta sebagalmana diatas maka kedua-dua harta

dapat menerij Iv n tujuannya yaitu
habis dipaka '1 EBQS rH AE dapat menerima
kontrak yang bertujua laki ’A stimali seperti pinjam makanan,
manakala harta isti 'mali (LSILHH yang bertujuan istimali seperti

akad jual beli den, dzﬁ itu jika kontrak itu tidak
ditetapkan khusus N $rﬁut sah saja dibuat untuk

kedua-dua jenis harta ini.t

3. Pembiayaan (Financing)
a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun lembaga, dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang tclah direncanakan®’,

Menurut Gita Danupranata pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank,

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan defisit unit’.

“ Wahbah Zuhaily, al-Fighul Islam Wa Adillatuhu, Juz.4, (Damaskus : Darul Fikri, 1989), him. 50.
" Wahbah Zuhaily, al-Fighul Islam Wa Adillatuhu, Juz.4, (Damaskus : Darul Fikri, 1989), him. 55.

® Ibid., hlm. 55.

(:" Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Y ogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), him. 41.
" Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakana: Salemba Empat, 2012), him. 158.



b. Tujuan Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu unt
peningkatan makro dan peningkatan mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk

1) Peningkatan ekonomi umat

2) Tersedianya dana bagi penignkatan usaha

3) Meningkatkan produktivitas

4) Membuka lapangan kerja baru

5) Terjadi distribusi pendapatan

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untu :

1) Upaya memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujum
tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.

2) Upaya meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan agar mamp
menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resik
yang mungkin timbul.

3) Pendayagunaan sumber daya ek i_artinya sumber daya ekonomi dapa
dikembangkan dengan melakf d\sumber daya alam dengan sumbe
daya manusia serta sumber day

4) Penyaluran kelebihan dana, aftinya ‘dals E pan masyarakat ini ada pihak yang
memiliki kelebihan sementdi@ a yang kekurangan. Pembiayaan dapa
menjadi jembatan dalam penyEimban eniyaluran kelebihan dana dari pihak
yang xelebihan (surplus) kep: % piha kurangan dana (minus).

¢. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat mnggunaa@ﬂ%ﬂ‘:@‘lpat dibagi menjadi’ :

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

produksi dalam arti, ! yaj R i I u ahgaik usaha produksi,
perdagangan MMME eg aTA

2) Pembiayaan konsumtif, i embiayaan, yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi yaltsm Mkan untuk dipakai memenuhi
kebutuhan.

Menurut kepcrllmmmaksl)Aenjadi:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a)
peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun
secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk
keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal
(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva
produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu’":

1) Jenis aktiva produktit pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan
sebagai berikut:

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan prinsip ini
meliputi: Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan musyarakah.

"' Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), him. 41-42.
7 Ibid., him. 158.

" Muhamad, Manajemen Pembiavaan Bank Svariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), him. 46-48.
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b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk pembiayaan denngan
prinsip ini meliputi: Pembiayaan murabahah, Pembiayaan salam, dan
Pembiayaan Istishna.

¢) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan
menjadi pembiayaan: Pembiayaan ijarah dan Pembiayaan ijarah muntahiya
biltamlik/wa iqtina.

2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah
berbentuk pinjaman yang disbut dengan pinjaman gardh.
d. Prinsip Analisis Pembiayaan
Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu
tindakan. Oleh sebab itu prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang
harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan pada saat melakukan analisis pembiayaan.
Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu™
1) Character : sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2) Capacity
4. Konsep Jaminan Dalam Islam
a. Ketentuan Jaminan Menurut
Ketentuan hukum dalam ®idang muama
dinamisasi dalam fikih muamal <_[ i g
dan kebutuhannya. Dalam asp
lebih cepat karena dengan reso

malah
tenderung tidak rigid (tetap), karena
mat Islam untuk menjaga eksistensi

dan iqtishad ini, perkembangannya
ang dimiliki, manusia dituntut untuk
berkreasi dan melakukan inoV ¢ roduksi distribusi dan konsumsi.”®
Sehingga terdapat korelasi se tara perkembangan pemikiran dengan

prilaku manusia dan kebutuhan hﬁﬂmm
Pembahasan tentang Jamﬁ'ﬁ‘a' ri sistem akad kafalah dan rahn yang

dibahas dalam fikih muamalat. Kafalah dan Rahn dilakukan didasarkan kesepakatan

yang terjadi anthMﬁR@iﬂlﬁﬁﬁu sendiri. Kesepakatan
tersebut harus dibentuk sebagai akad yang mendasari perjanjian penjaminan ini i
b Rabn ISLLAM

1) Pengertian Rahn

Pengertia Hp NES[ ats-tsubut dan ad-dawam
ol sl g gl yan! er @ lan Aalam kalimat maun rahin
#lele yang berarti “air” dan “tenang”.”” Dikatakan maa'un raahinun (air yang
diam, menggenang, tidak mengalir), haalatun raahinatun (keadaan yang tetap) atau

ada kalanya berarti al-Habsu dan al-Luzuum (menahan).78 Berdasarkan firman Allah
SWT dalam Q.S Al-Muddatstsir ayat 38:

2

Artinya:

Muhamrnad Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), him. 198.
* Abdullah Abdul Husain at Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Twjuan (Yogyakarta: Megistra Insana Press,
J04), him. 3.
7 Muhammad Maulana, Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan
‘embiaman Musyarakah dan Mudharabah), Jurnal llmiah Islam Futura, Vol XIV Nno.l Agustus 2014, him 78.
5 77 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Svariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.
™ Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Figih Islam Wa
wdillatuhu 6, Cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 106.



“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (0.S A
Muddartstsir ayat 38).”

Pengertian “tetap™ dan “kekal™ merupakan makna yang tercakup dalam ko
al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat mater
Sehingga secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yan
bersifat materi sebagai pengikat utang. Rahn secara istilah adalah menyande
sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diamt
kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.”

Pengertian rahn dalam hukum Islam menurut Sayyid Sabiq adals
“menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar
sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagis
manfaat dari barang tersebut™*’

Beberapa pendapat mengenai pengertian rahn adalah sebagai berikut®'

a) Ulama syafi’iyyah : menjadikan barang (al-‘4in)*’ yang bisa dijual sebag
jaminan (watsiigah) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utaw
tersebut (al-Mnrhmm berutang (al-Madiin) tidak sanggu
membayar utangnya ) ,

b) Ulama Hanabilah
pihak yang menang
dibayar dengan men

n sebagai watsiigah utang yang ketil
isa melunasinya, maka utang terseb
il penjualan harta hasil penjualan har

yang dijadikan watsijga
¢) Ulama Malikiyah : nawwal (berbentuk harta dan memili

nilai) yang diambil Mﬁm@“ dijadikan pengikat atas utang yaw

tetap/mengikat.

Berda arkan_defini n ulam madzhab Maliki tersebu
obyek _|a Ekm g ana keduanya merupaks

harta menurut Jumhur uiﬁma Benda yang dljadlkan barang jaminan (agunan) tids

harus diserahkan se ual, i juga penyerahannya secara hukuw
seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga vang diserahks

adalah surat;i A

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila
rahn adalah: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dap
dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membay
utangnya itu.

2) Disyariatkannya Ra/in dan Hukumnya

Para ulama figh mengemukakan bahwa akad rahn dibolehkan dalam Isla
baik ketika di tengah perjalanan maupun ketika menetap, berdasarkan al-Qur'an ds
sunnah Rasul. Dalam surat al-Bagarah 2 : 283,

e

B 0 5k 1y 2 5 3280

™ Ibid.. him. 2.

i Sayyid Sabiq (1995) dalam Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

" Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillanihu, alih bahasa Abdul Hayyic al-Kattani, dkk, Figih Islam P
A(Iiilamhuﬂﬁ, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 107.

** Kalimat menjadikan al-‘Ain mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesua

vang digadaikan (al-Marhuun), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagy
jaminan. /bid.. him. 107.
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Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunat) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiumng).“

Sunnah, al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisvah ra.. “Suatu
ketika, Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang yahudi tidak secara tunai
dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya”.**

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a., “Rasulullah
saw, menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi di Madinah untuk
mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah istri beliau.™

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw, bersabda
Hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut
digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaanya ketika
hewan terscbut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang
digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan
terhadap hewan yang digadaikan

h r.a bahwasanya rasulullah saw
bersabda “barang yang digatldik: ipigitHkan kepemilikannya dari pihak yang
ofg bagi pihak yang menggadaikan

3) Hukum Rahn menurut Sy
Berdasarkan kesepaka

wajib. Karena Rahn adalah ja;
Adapun ayat, albagarah: 283

UNIVERSITAS w5t

Artinya: j
Maka hendaklah ada bardng Ta anyang dipegang (oleh yang berpiutang).
Maka perlrm@z@mgsslﬁi (pengarahan kepada yang

lebih baik), bagi kaum mukminin bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini
berdasarkan ayat setelahnya. “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai

ukumnya adalah jaa iz (boleh) tidak
karena itu tidak wajib.*’

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(utangnya).”Q.S al-Bagarah: 283).

Juga karena diayat ini, Allah SWT memerintahkan adanya ar-Rahnu ketika
tidak menemukan seorang juru tulis. Karena menuliskan dan mendokumentasikan
utang piutang hukumnya tidak wajib, maka begitu juga solusi pengganti penulisan
(vaitu ar-Rahnu), hukumnya juga tidak wajib.

** Al-Qur’an dan terjemahan

™ Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillaiwhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam Wa
Willatuhu 6, Cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2011), him 109.

* Ibid., him. 109.

* Maksudnya, pihak al-Murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ar-Raahin tidak
.embayar utang yang ada ketika telah jatuh tempo.

¥ Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam Wa
dillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 110.

* Ibid., hlm. 111,



4) Rukun dan elemen-elemen Rahn

Rahn memiliki empat unsur atau elemen antara lain Raahin (pihak ya
menggadaikan), al-Murtahin (pihak yang menggadaikan), al-Marhuun bihi (ad-Dz
atau tanggungan utang pihak ar-Raahin kepada al-Murtahin).%*

Rukun Rahn menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari ar-Raahin d
qabul dari al-Murtahin, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad ar-Rahi
belum sempurna dan belum berlaku mengikat (/aazim) kecuali setelah adanya ¢
Qabdhu (serah terima barang yang digadaikan). Sementara selain ulama Hanafiyya
rukun ar-Rahnu ada empat yaitu, shiighah (ijab-gabul), ‘aagid (pihak yan
mengadakan akad), marhuun (barang yang digadaikan), dan marhuun bihi (ad-Das
atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).”

5) Bentuk-bentuk Ra/in

Rahn memiliki tiga bentuk yang disepakati oleh ulama yaitu: pertama, Rak
yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang
mensyaratkan untuk menyerahkan Rahn (barang gadaian) sebagai jaminan harg
pembelian yang tidak secara tunai. Kedua, ar-Rahn yang terjadi setelah munculny
hak atau tanggungan utang. Kefiga] @r-Rafin yahg terjadi sebelum munculnya hak
ar-rahnu ini sah menurut ulam @alikiy h dan/zlma Hanafiyyah karena itu adala

ena, watsiiqah terhadap suatu ha
tidak bisa tetap sebelum te§ ersgbbit, sama seperti asy-Syahaada.
(persaksian), karena ar-RahnZadala suatf” ang mengikuti hak maka olel
karenanya ar-Rahnu tidak bolelitnend@fiui
6) Syarat-syarat Rahn Az ([HEH ((f=

N J > - L W .
Ar-Rahn memiliki sya:%(-Syarat ferbentuknya akad (syarat al-In’igaad)

syarat-syarat sah, dap satu syarat a/-Luzyum (syarat supaya akad berlaku mengikat
yaitu al—QabthMMEm ]isAe kan dan berada di
tangan pihak al-Murtahin).

a) Syarat-syarat Kedua [Ies mmMakuknn Akad (Ar-Raahin damn

Al-Murtahin)

AI-Ah[in@NEsrﬂztensi melakukan akad).
Terdapat dua A/-Ahliyah yakmi pertama, menurut ulama Hanafiyyah ahliyyatul

bai' kelayakan, kepantasan, dan kompetensi melakukan akad jual-beli. Kedua,
mayoritas ulama selain Hanafiyyah ahlivvatul bai’ kelayakan dan kompetensi
melakukan jual beli, dan ahliyyatut tabarru’ kelayakan dan kompetensi untuk
melakukan derma.

b) Syarat-syarat Ash-Shighah (Ijab-Qabul)

Ulama Hanaftiyyah mensyaratkan bahwa akad ar-Rahn tidak boleh
digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan kepada waktu
mendatang. Dalam kitab 4/-Badaai, tersebutkan bahwa akad ar-rahn batal dan
tidak sah jika dibarengi dengan syarat-syarat yang fasiid, seperti halnya akad
jual-beli berbeda dengan hibah akan ictapi, menurut Wahbah Az-Zuhaili yang
paling tepat adalah Dalam kitab Az-Ziyaadaat, dan 4/-Bazzaziyyah, tersebutkan
bahwa akad ar-rahn tidak batal (tetap sah), meski dibarengi dengan syarat-syarat

¥ Ibid., him. 111.
* Ibid.. him. 111,
" Ibid.. hlm. 112.



]
(8]

yang faasid, karena ar-rahn tidak termasuk akad Mu’aawadhah, oleh karenanya
tetap sah. Sedangkan selain ulama Hanafiyyah ada dua yang disyariatkan dalam
akad rahn, ada kalanya syarat tersebut sah dan ada kalanya faasid (batal, tidak
sah).
¢) Syarat-syarat Al-Marhuun Bihi
1) Ulama Hanatiyyah
Bahwa akad ar-Rahn tidak boleh digantungkan kepada syarat
tertentu dan tidak boleh disandarkan pada waktu mendatang, karena jika
digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan pada waktu
mendatang maka ar-Rahnu tersebut tidak sah.”
2) Ulama Syafi’iyyah
Syarat dalam akad rahn itu ada tiga :
(a) Syarat yang sah, yakni mensyaratkan di dalam akad ar-Rahnu dengan sesuatu
yang sesuai dengan tuntunan atau konsekuensi akad ar-Rahnu itu sendiri. Seperti
mensyaratkan memprioritaskan pihak al-Murtahin untuk dibayarkan utangnya
kepada pihak ar-Raahin. Syarat ini sah dan akad ar-Rahnnya juga sah.
(b) Syarat yang tidak sa yakni mensyaratkan dengan sesuatu
yang tidak mengandung“emaslahan da% ujuan, seperti mensyaratkan hewan
dan itu, maka syarat ini tidak sah

ﬁ dikan akad ar-Rahnu yang ada ikut
tidak boleh menjual barang yang

4 Rtgh tempo, sedangkan pihak ar-Rahiin
belum juga membayar u

1 @r merugikan.
3) Ulama Malikiyyah ah/ =

Memiliki pendapat yang sama yaitu syarat ar-rahnu ada dua macam

W ER (A?% ndung kemaslahatan
akad ak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak
membawa kepa rl%l.tt;sh dibe: Sedangkan syarat fasiid adalah
syarat yang berte AM
d) Syarat-syara HN
AJ—Mf"m g§1A murtahin penerima gadati

atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Menurut para ulama barang-barang yang

termasuk marhun adalah barang yang dapat diperjualbelikan dengan ketentuan
sebagai berikut’ :

1) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah
islam.

2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang

3) Agunan itu harus jelas dan spesifik

4) Agunan itu milik sah debitur

5) Agunan itu tidak tenkat dengan hak orang lain baik seluruh ataupun
sebagian

6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

7) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain.

* Ibid., hlm. 118.

** Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah ~ Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Bank Indonesia dan
‘azkia Institute, 2001), him. 21.



Ulama mazhab Maliki mengemukakan syarat rahn didasari pada as
“setiap barang yang sah diperjualbelikan, maka sah pula digadaikan™, unt
bagian yang berkaitan dengan marhun yaitu mengharuskan barang ya
digadaikan adalah barang yang juga sah bila diperjualbelikan, sehingga tid
boleh menggadai barang-barang najis yang dalam hukum jual beli dilarang.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Figih Islam W
Adillatuhu, Al-Marhun adalah harta yang ditahan oleh pihak murtahin untw
mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya yang menjadi marhun bik
Para fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat al-marhuun sama dengan syarat-syar
al-Mabii’ (barang yang dijual), supaya al-Marhuun bisa dijual untuk membay
utang.”

. . 5 9.
Menurut ulama hanafiyyah syarat al-marhun adalah sebagai berikut’®

(1) Al-Marhuun harus bisa dijual

Al-Marhuun harus bisa dijual yaitu al-marhuun harus ada ketik
akad dan bisa diserahkan, oleh sebab itu tidak sah menggadaikan sesuat
yang mungkin ad atadSHaAM (s/p kulatif).

Ibnu Qa" (ulama malikiyyah dan Hanabilat
“Sesuatu yang tid 2% 8¢ hdialtidak sah digadaikan.” Hal-hal tersebt
adalah, menggaddi ampak baiknya tanpa syarat a/-Qath’
(memotongnya), K an hﬂ\'b an pertanian yang masih hijau tanp:
syarat al-Qal'u > a), m-e ggadaikan hewan yang melarikan dir

dan hewan yang | i terdapat unsur Gharar (penipuan) dax

Khathar (risiko). Mﬂj&'jﬂj@‘

(2) AlI-Marhuun harus berupa har
UNI mg&TLASak berupa harta, sepert
bangkai, hasil tanah haram atau hasil buruan seseorang yang sedang
dalam keadaanig']_ A M

3) Menggadalkan kemanfaatan
@NE:&' A_lalkan kemanfaatan, sepertil

seseorang yang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya misalnya
selama sebulan atau lebih. Menurut ulama Hanafiyyah kemanfaatan bukan
merupakan harta. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyyah,
kemanfaatan tidak bisa diserahkan karena pada saat akad tidak ada, sehingga
kemanfaatan tidak pasti dan tidak tetap, oleh karenanya tidak bisa
diserahterimakan. Akan tetapi menurut ulama Syafiiyah tidak sahnva
menggadaikan kemanrtaatan jika sejak awal kemantaatan dijadikan sebagai
sesuatu yang digadaikan, oleh sebab itu boleh menggadaikan kemanfaatan
tainpa memunculkan akad ar-Rahn, seperti ada sescorang yang meninggal
dunia padahal ia masih memiliki hak berupa suatu kemanfaatan sedangkan
pada waktu yang sama, ia juga memiliki tanggungan utang.

* Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika), him. 24.

* Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam Wa
Adillatuhu 6, Cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 133.

* Ibid.. him. 133-138.

" Ibid. him. 134.



(4) Al-Marhuun harus mutagawwam (memiliki nilai)

Al-Marhuun harus mutagawwam (memiliki nilai) maksudnya boleh
digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa
terbayar dari al-marhuun tersebut.

(5) Marhun harus diketahui dengan jelas dan pasti

Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus
diketahui dengan jelas dan pasti.

(6) Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti

Berdasarkan syarat ini, maka setiap sesuatu yang meskipun
mengandung unsur jahalah (samara tau tidak diketahui dengan jelas) namun
tetap sah dijual, maka sah juga digadaikan. Sedangkan sesuatu yang
mengandung unsur jahalah namun tidak sah dijual, maka tidak sah juga
digadaikan. Contohnya jika rahin berkata “saya menggadaikan rumah ini
berikut isinya”. lalu murtahin setuju dan rumah itu pun diserahkan
kepadanya, maka ak
menurut ulama SyalfPivah dan Han@i ah akad tersebut tidak sah karena
menjual rumah dengdn ca k sah, tidak diketahui dengan jelas
dan pasti apa yang tg @ap ah tersebut.

(7) Marhun statusnya hid+us
Menurut ularhg= Han
akad ar-rahn, akan tefaph sy: akwefektifnya akad ar-Rahn. Berdasarkan

hal ini maka bisa me»gwﬂzlﬂﬂﬁ:@ fimefjggadaikan harta milik orang lain.
Oleh karena it criggadaikan harta orang lain tanpa izin atas

dasar kewenangan yang sah, seperti ayah atau washi (orang yang mengasuh
=WNIVERSITAS
m

ama Syafi'iyyah dan Ulama Hanabillah, berpendapat bahwa tidak

sah menggadaik:mlls Ioran 'nM seizinnya. Karena menjual harta
t

orang lain tanpa seizin pemiliknya tidak sah. Seperti seekor burung yang

bang d 8 [
(S)lil-d[\lf‘lgarszlmmm armﬁs I A

Al-Marhuun harus mufarragh (tidak ditempeli sesuatu yang tidak
ikut digadaikan), yaitu tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang
menjadi hak ar-Raahin. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon
kurma saja tanpa mengikut sertakan tanamannya. Begitu juga tidak sah
menggadaikan scbuah rumah saja tanpa mengikut sertakan apa yang ada
didalamnya, sementara didalam rumah masih terdapat barang-barang milik
ar-Rahiin.  Adapaun menggadaikan barang-barang dalam rumah dan
rumahnya masih ia gunakan maka itu sah.

(9) Al-Marhuun harus muhawaz

Muhawwaz (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut
digadaikan), oleh karena itu tidak sah menggadaikan buah yang berada di
pohon tanpa mengikutsertakan pohonnya, tidak sah menggadaikan tanaman
pertanian tanpa mengikut sertakan lahannya. Karena tidak dimungkinkannya
meletakkan penguasaan terhadap buah yang masih ada dipohonnya atau



tanaman pertanian yang masih tertanam di atas lahan tanpa pohonnya at
lahannya.

(10)  Al-Marhuun harus mutamayyiz

Mutamayyiz (terbedakan dan terbentukan), masksudnya tidak dala
bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (musvaa’), untuk itu tidak s
menggadaikan separuh rumah atau seperempat kendaraan, walaupun
digadaikan kepada pihak yang ikut memiliki barang tersebut (syariik).
5. Hak Cipta (Copyright)
a. Pengertian Hak Cipta
Sebelum membahas tentang hak cipta terlebih dahulu akan dibahas tentang he
Secara bahasa hak mempunyai beberapa arti yakni benda, milik, wujud, nyata, apa ya
dijaga. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Yasin : 7

D ook ¥ b BT e 0G5 3

Artinya: ISLAM
Sesungguhnya telah pasti Bé

mereka, kerena mereka tidak berim

tentuan Allah) terhadap kebanyake

S
<)
<
2
g

X\

ISINOA

Maksudnya adalah tetap dan v%ib.

>
Firman Allah SWT Q.S. al-A gl 0 8 >

Artinya: UNIVERSITAS

Agar Allah menetapkan ymﬁ lslamq aMI:aralkan yang batil (syirik) walaupu
orang-orang yang berdosa ;LIH- it k wyukainya. Maksudnya, dia kokohke

dan iampakkan I N D O N E S I A

Sedangkan menurut para fuqaha, beberapa ulama kalangan muta 'akhirin (fuqat
abad terakhir), hak adalah hukum yang kokoh secara syariat. Akan tetapi definisi in
tidak mencakup seluruh penggunaan lafaz hak dikalangan fuqaha, karena terkadang ha
itu digunakan dalam pengertian harta yang dimiliki dan ini bukan hukum.”®

Beberapa ulama kontemporer, Syekh Ali al-Khafif mengatakan, hak adala
maslahat yang dimiliki secara syariat. Akan tetaoi definisi ini dari segi tujuan yang ingi
dicapai dari sebuah hak, bukan dari segi zat dan hakikat hak itu sendiri.”

Adapun menurut Musthafa Ahmad Zarqa’, hak adalan kepemilikan van
ditetapkan secara syariat baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan.'
Menurut wahbah Zuhaili definisi ini adalah yang bagus karena mencakup berbage
macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba-hambanya, hak-ha
moral, hak-hak umum, hak yang bersifat harta dan hak yang tidak bersifat harta.

" Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katiani, dkk, Figih Islam W
Adillatuhu 6, Cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 365.

* Ibid., him. 365.

"™ Ibid.. him. 365,
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Undang-undang No. 28 Tahun 2014 memberikan ketentuan tentang pengertian
hak cipta pada Pasal | ayat (1) sebagai berikut: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta
yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Adapun pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan
adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang
dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau
keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.'"'

Sifat Hak Cipta (Ibtikar) dari Segi Fiqih

Hak cipta juga dipersamakan dengan ibtikar. Ibtikar secara bahasa berarti awal
sesuatu atau permulaan. Ibtikar dalam figh Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang
dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan Ibtikar
dikenal dengan hak cipta.'®

Secara etimologi ibtikar berarti awal suatu atau permulaannya. [btikar dalam
figih Islam adalah ciptaan atau k asilkan seseorang untuk pertama kali di
dalam dunia ilmu pengetahuan| Pengertian /btikdy|tidak ditemukan dalam literatur figh
klasik, kajian tentang /btikar st i para ahli hukum Islam juga jarang
ditemukan. Pembahasan hak 1} dalam kitab figh kontemporer. Fathi
ad-Duraini guru besar di Universitas @ s Sytia, menyatakan bahwa Ibtikar adalah
gambaran pemikiran yang dih% segriing ilindwan melalui kemampuan pemikiran
dan analisisnya dan hasilnya it

dikemukakan ilmuwan sebelumwu 2 (( j
Definisi tersebut menga an bahwa dari segi bentuk, hasil

pemikiran itu tidak terletak pada materi ydng berdiri sendiri yang dapat diraba dengan
alat indra manustf E ﬁfj q %pengaruh apabila telah
dituangkan kedal ulisan, media atau logo dan lain-lai an hasil pemikiran itu
bukan jiplakan atau saduran mﬁ;\M{Tetmklran ilmuan sebelumnya dan
bukan pula berbentuk sadur pi tbtikar thi bukan berarti sesuatu yang baru
sama sekali, tetapi ﬂ gai perpanjangan dari teori
ilmuan sebelumnyam an Eﬁl an “orang lain kedalam bahasa
asing. Penerjemahan dapat dimasukkan kedalam kategori ibtikar karena adanya usaha
dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah,
meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.'™

Para ulama figih membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil
atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu'® : 1) Sisi jenisnya, manfaat suatu benda
baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan,
kendaraan dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu rumah, lahan,

pepohonan. Kendaraan itu sendiri dan hewan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai
suatu ciptaan atau kreasi sescerang bersumber dari akal manusia yang hidup dan

m

02

Undang-undang Hak Cipta, Pasal 2 dan Pasal 3, him. 2.
Nasrun Harun, Hak Atas Kekayaan Intelekiual Perspektif Figh Muamalah, (Surakarta : SUHUF, Vol. 22, No. 1,

1ei 2010), him. 34,
'3 Ibid., hlm. 34.

104

Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 39

"% Ibid., him. 38-40.



mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu dalam ibtikar, sumber materialn
tidak kelihatan.

2) Segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material menurut 1zz al-Din ibn Abd #
Salam, pakar figih Syafi’i, tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah ya
dijadikan tolak ukur dari suatu manfaat suatu benda. Karena pemikiran yang dituangk
dalam sebuah buku akan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumt
daya alam untuk menunjang kehidupan manusia. Hasil pemikiran inilah ya
membedakan antara seseorang dengan lainnya.

Firman Allah SWT QS. Az-Zumar : 9

. ;,n,»,‘:‘ T < N B WP N (Bl e B A 2 PR R
QJ_.:\“ Lg_;,;..a_u',nJ.s :_.-‘t‘;JAA") |3?'J'i.’ aﬁﬂij.\_{:u.s,u, |..Lq:L... ‘_).__J! =L'J|¢C.-;¢’)JDL-

ciaes 2 E 2. 22 ., o B .o
Ere NN o L] Osalay N 0lls 054

Artinya:
(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribaa
di waktu-waktu malam dengan sujyd-da jri

dan mengharapkan rahmat Tuhdny n!’sk‘(ﬁzﬁ‘{r\nla}:

mengetahui dengan orang-orang é’mg ! men% ahui?" Sesungguhnya orang ya
berakallah yang dapat menerima lpgjaji 0

Hd(?}"lnilluh berpendapat  bahwa ha
pemikiran, ciptaan dan kreasi § harta yang tidak hanya bersii
material tetapi juga bersifat martfaat—€ ro—tti pemikiran, hak cipta atau kre:
yang sumbernya adalah pemikir%“ﬁ” bgriilal) harta dan sama dengan nilai has
suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan. Imam Syafi’i menyatakan bahy

yang dinamakan harta jol imani | ia, gbai rupa benda maupy
bersifat manfaat MNIMmMAgh dituangkan dalx
buku, ciptaan atau kreasi seorang=ilmuwan gtau genignan menurut mereka juga bernil
mantaat, boleh diperjual belik rInunA)Mnang-wcnang terhadap hak cif

dapat dituntut di pengadi n, 106
IRDONESIA

c. Prinsip Dasar Hak Cip
Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya har
memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :
1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipi
adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan da
suatu ciptaan seperti buku. Sehingga tidak berkenaan dengan substansinya. Da
priusip dasar inilah mendapatkan rumusan seperti :

a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yan
diberikan  Undang-undang, vyang sangat crat hubungannya dengan bentw
perwujudan suatu ciptaan.

b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta, jika ciptaan yang bersangkutan diwujudk:
dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ic
atau suatu pikiran atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

dang ia takut kepada (azab) akhir

"Adakah sama orang-orang ya

% 1bid.. him. 38-40
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Suatu hak cipta ikut serta (timbul) ketika seorang pencipta mewujudkan
idenya dalam bentuk yang berwujud yang berupa buku.
3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum
5) Hak cipta bukan hak mutlak.'”’

Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta (Ibtikar)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa dalam hak kepemilikan mubtakir
(pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak
milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak ibtikar apabila dikaitkan dengan tabiat
mal (harta) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika seseorang ingin berwasiat. Dengan
demikian hak cipta atau kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqih
Islam. Serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal.
Oleh sebab itu, para ulama figih menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang
harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.'®

Jumhur ulama figih menyatakan bahwa hak cipta harus bernilai harta setelah
dituangkan kedalam suatu media, i an disebarluaskan. Dalam kaitan ini,
mereka berpendapat bahwa 4dg llJ%l%]M hykym yang terkiat antara hubungan
pengarang dengan pihak pendetik at cnerBit | atau dengan para pembaca buku,
diantara hukum-hukum itu adalalyy
1) Pencipta itu berhak mengetdhui aiyak buku hasil pemikirannya dicetak,

sekalipun kesepakatan pepaflik h ciptag,l] n kreasinya itu dengan penerbit
menyatakan bahwa hasil ci éln at easi@a itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit,

yang berarti pemilik buku yamg siidah, itu adalah penerbit. Oleh sebab itu,
setiap kali pencetakan dan’ pengrbitan)byrkuffu pihak pengarang harus diberitahu
secara jujur.

2) Apabila hasif pempikiganyitu li s opang @¢@n yang membaca buku
itu berhak uUMM R i HASIam buku itu. Dalam
figih Islam hal ini dise ' kepeﬁilik n yang bersifat mubah (boleh). Akan
tetapi, pihak pengutip tl-$ ‘Mﬂ bahwa tulisan tersebut adalah
pemikirannya senglici. kpena,itu figih sepakat menyatakan bahwa
menjiplak hasil kiNlﬁﬁNEgmihak pengarang tidak boleh
melarang orang lain mengutip atau menyebarkan pemikirannya yang tertera dalam

buku itu, sekalipun ia berhak untuk melarang orang yang mengeksploitasi
pemikirannya demi uang.'”

3) Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan
jumlah buku yang di cetak. Apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat
royalty, penentuan jumlah royalty bagi pengarang, menurut pakar figih diserahkan
sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku dikalangan penerbit.

4) Perlu adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak
royalty yang harus diterima pengarang ateu ahli waris, apabila pengarang tersebut itu
wafat. Karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia maka hak royalty berpindah
menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini paker figih Islam

107

004), him. 8-10.
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Budi Agus dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelekmal Budaya Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakana : Gaya Media Pratama, 2000), him. 41.
Nasrun Haroen, Figih Muamalah, hlm. 42



menekankan perlunya ada perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi ya
dilakukan sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari dua belah pihak.""®
e. Hak Cipta yang Dilindungi
Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi
meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tuli¢
lainnya;
2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrati, seni
pahat, patung, atau kolase;
7) karya seni terapan;
8) karya arsitektur;
9) peta;
10) karya seni batik atau seni mot dyiA;SLAM
11) karya fotografi;
12) Potret;
13) karya sinematografi;
14) terjemahan, tafsir, saduran, b

a ram basiﬂl ta, adaptasi, aransemen,

15) terjemahan, adaptasi, aransemen, u modifikasi ekspresi budaya

tradisional; J,LJB pm@
16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program

oo NN 2 SITAS
17) kompilasi eksp daya tradis Seldm pHas te merupakan karya
yang asli; rlﬁ p
18) permainan video; dan Prog fL-pu : M
f. Masa Berlaku dan Tat}N@ E@i’A

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cip
sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta mas
perlindungan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu ; Pertama, untuk ciptaan beruy
buku, pamphlet dan semua karya tulis lain, drama atau drama musical, tari da
koreograti, segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, dan seni patung, sen
batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato da
ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga ramps
dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tohw
setelah pencipta meninggal dunia. Kedua, untuk ciptaan berupa program kompute
sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selam
50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ketiga, untuk ciptaan yang ad
dalam pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu da
pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan terseby
pertama kali diumumkan.

" Ibid.. hlm. 43-44,
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Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan
tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya melalui proses pendaftaran. Akan
tetapi, dalam pengertian ini ciptaan tidak didaftarkan. Pada dasarnya ciptaan dapat
didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa
pencipta berhak atas hak cipta. Disamping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat
bagi di pendaftar. Manfaatnya pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada
pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati
perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang
menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.'"’

Adapun prosedur pendaftaran hak cipta adalah sebagaimana gambar 2.2 berikut:

imber : http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/ prosedur-diagram-alir-hak-
cipta.”2
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"' Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, him. 18-19.
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Gambar 2.1 Alur Pendaftaran Hak Cipta

g. Menjual Hak Cipta dalam Islam

Dalil-dalil syariat yang menunjukkan sahnya menjual hak cipta adalah sebag

berikut'"* :

1) Dalil mencari kemaslahatan
Pendapat yang menyatakan bahwa hak cipta bernilai dan layak dipasark
dapat melanggengkan kemaslahatan umum. Dalam artian, diharapkan keberlanjut
pengkajian ilmiah dan mendorong para ulama dan ahli ijtihad untuk melanjutk
penelitian mereka, sementara hak cipta mereka tetap terpelihara dari orang yan
tidak bertanggung jawab. Syariat Islam diturunkan untuk mercalisasik.

kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dimana ada kemaslahutan, di situ a
ajaran Islam.

2) Dalil kebiasaan
Kebiasaan memiliki pengaruh hukum syariat, asal tidak bertentangan deng
nash. Terjadinya persoalan ini dan kesepakatan kaum muslimin melakukanny,
merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jel
bahwa kebiasaan itu memjliki pg patlg hukum syariat. Itu merupakan h
yang permanent, bukan se %:r hak ematzé erarti hak itupun bisa berpindah d
bisa dijualbelikan, bila dird$ak a
diberi ganti rugi.
3) Pendapat yang dinukil dari @3 anﬁ. yang membolehkan mengambil up
dalam menyampaikan atau ipe

Para ulama ahli Had

kehendaki untuk meriwayatkaj w i }Jmereka, dan melarang sebagian la
yang tidak mereka kehend{ﬁf: ila orang-orang tersebut dianggap tidak memili

kompetensi dibidang periwayatan. Dari sebagian ulama ahli hadits juga diriwayatk
dibolehkanrwNpimv\.E RS*.EFA @ts, digiyaskan deng
dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Quran.

4) Qiyas seorang produsel é.llenﬂ r bisa menikmati hasil karyany
memiliki kebebasan dan kesempatan untuk dimantaatkan atau melarang orang lain

5) Kaidah Sadduz NE\S’rA
Karena dengan menjual hak cipta mengandung upaya mendorong pemi

maupun peneliti semakin produktif, bahkan untuk menciptakan hal-hal ba
Pendapat yang menyatakan dibolehkannya menjual hak cipta mengandung upa
memberikan dorongan bagi para pemikir dan ulama untuk semakin produktif d
semakin giat melakukan penelitian ilmiah. Menggugurkan nilai jual dari karya cip
itu sendiri bisa menyebabkan mereka meninggalkan pekerjaan tersebut dan beral
ke pekerjaan lain untuk menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini tentu se
menycbabkan umat kehilangan kesempatan mendapatkan hasil dari karya merek
bahkan menyebabkan matinya gairah untuk mencipta pada banyak kalangan penil
ilmiah. Jelas yang timbul adalah kerusakan yang besar.
6) Dasar ditetapkannya nilai jual adalah adanya mutu dibolehkan syariat

Yakni manfaat dari hasil ciptaan yang bisa dinikmati pemiliknya, das

ditetapkannya nilai jual adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dz

""" Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Ma La Yasa® at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fil
“konomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008), him. 321-322.
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karya ilmiah bagi umat masa kini dan masa mendatang amat jelas sekali. Kalau para
ulama telah mengakui nilai jual dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis
hewan, seperti ulat misalnya, atau kicauan burung, suara beo misalnya, manfaat atau
fasilitas yang berasal dari karya ilmiah tentu lebih layak dan memiliki nilai jual.
Manfaat yang seharusnya dinikmati oleh pemiliknya. Mantfaat itu lebih layak

diperhatikan, karena lebih besar hasilnya dan lebih banyak faedahnya.

h. Penilaian Nilai Ekonomis dari Hak Cipta

Benda itu dapat dikatakan bernilai apabila memenuhi beberapa syarat yaitu harus
memiliki daya guna, ketersediaannya terbatas dan kepemilikannya dapat dipindahkan.
Dalam konteks ini hak cipta memenuhi semua unsur dan syarat-syarat untuk dapat
dikatakan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi. Perlu di pertegas bahwa nilai
ekonomi pada hak cipta merupakan kekayaan bagi pemiliknya yang memberikan hak
bagi pemiliknya untuk dapat memanfaatkan serta menikmati hasil yang diberi oleh
kekayaan intelektual tersebut. Untuk itu diperlukan suatu bentuk penilaian sebagai dasar
untuk menetapkan nilai hak cipta sebagai suatu aset yang dapat dimanfaatkan. Penilaian

berperan penting dalam menentukan nilai ekonomi aset dan potensi harta kekayaan yang
dimiliki.""*

sisi. Pertama, Aset nyata dari &
Perkiraan penilaian didasari olg

pembatalan hak, dan 3) PO(eWM@T aset HKI tentang besar kecilnya
kompetitor yang mempengaruhi-gdet?/ AL =
Berdasarkan hal diatas ada 3 metode yang lazim dan banyak digunakan dalam

menilai HKI (terfna W&RS'TAS

1) Pendekatan harga (Cost approac
Pendekatan ini iﬁl‘l::’-lA engntukan indikasi nilai aset dengan
memperkirakan harga re!ro uksT (réproditction) atau harga subtitusi (replacement)
aset yang dikural il QN efickagkan nilai aset tak berwujud
berdasarkan prin Mn Subtitu agel an* dengan biaya yang akan
dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding. Biaya tersebut termasuk biaya
material atau bahan dasar dan biaya pekerja. Perkiraan-perkiraan biaya tersebut
sudah diperaktikkan di inggris dalam kasus hak lisensi di industri medis dan farmasi
dengan memberikan biaya untuk penelitian dan pengembangan paten serta untuk
biaya promosi.
2) Pendekatan pasar (Market Approach)
Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja sistematis untuk menentukan
perkiraan nilai aset tak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau
transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objeknya dalam sebuah pasar

yang kompetitif. Perbandingan dilakukan atas dasar kondisi permintaan dan
penawaran dalam titik ekuilibrium.

"'* Saidin, Aset Hak Kekayaan Intelektual, 2015, him. 114-115.

""" Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan, (Yogyakarta : Depublish
016), hlm 142-144.



3)

Pendekatan ini terdiri dari 2 jenis yaitu, Comparable Market Value d
Comparable Royalty Value. Comparable Market Value ditentukan dengan merujs
pada perbandingan harga dari jenis-jenis HKI yang ada dalam transaksi. Sedangks
Comparable Royalty Value ditentukan dengan merujuk pada perbandingan rata-ra
royalti HKI.

Pendekatan pendapatan (Income Approach)

Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja dalam menentukan nilai da
aset dengan mengkalkulasikan nilai yang akan datang. Nilai dari masa yang ake
datang tersebut berasal dari mekanisme penggunaan lisensi dan rata-rata royalti yar
didapat. Terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan melalui penggunaan ini yaitu :
1. Mengidentifikasikan potensi pendapatan yang didapat dimasa yang akan datan

dari jenis atau layanan HKI
2. Pengukuran jangka waktu pendapatan
3. Pengukuran terhadap risiko yang berasal dari pendapatan

Sehingga inti dari pendekatan ini adalah menetukan nilai dari masa yan

akan datang berasal dari arus kag’casfiflow, A
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library Research) yang diperoleh dari sumber
literatur melalui riset kepustakaan. Penelitian ini diorientasikan untuk membahas bagaimana
kedudukan Hak Cipta dalam konsep pengelolaan harta kekayaan dalam ekonomi Islam, sebagai
aset jaminan pembiayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan
mengembangkannya dalam pembiayaan skema rahn. Kemudian menggunakan metode deskriptif
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi atau fenomena serta gejala-gejala yang ada,
baik itu yang bersifat alamiyah atau rekayasa manusia.'

Penelitian deskriptif berusaha mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan,
hubungan, kesamaan, dan perbedaanya dengan fenomena lainnya serta menguraikan bagaimana
pengelolaan hak cipta sebagai jaminan collateral pembiayaan pada skema rahn.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode verifikasi
(pengujian). Metode verifikasi adalah metode untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah
digariskan itu tercapai atau sesuai atau ¢gocok 3énéatvharap

Tujuan dari penelitian verifikagi

un atau teori yang sudah baku.’

guji teori-teori yang sudah ada guna
menyusun teori baru dan menciptaka,lwe g etahuan baru. Metode verifikasi ini
juga sering disebut metode grounded rdseareh

C. Sumber Data dan Seleksi Sumber §
Sumber data dalam penelitian 1ﬁ adal

berupa buku-buku dan lain sebagamy

ang dikumpulkan dari perpustakaan
deéngan penelitian ini. Oleh karena itu

1. Sumber sekunder yaitu sumber atau llteratur utama yang diperoleh dari buku-buku yang
berkaitan dengan o adits, ang-undang Hak Cipta
No. 28 Tahun 2014UN£VB§$1TAS Islam Wa-Adillatuhu,
buku Fath al-Durayni yang bemldg[ Fig &s“-”ﬂqm an ma'a al-Madhahib, dan
lain-lain.

2. Sumber tersier, yaitu seperti buku-buku, jurnal dan_literatur yang lain berkaitan dengan
permasalahan hak ciptaiN N ekm ckonomi Islam yang
kiranya memberikan informasi tambahan yang berkenaan dengan penelitian yang sedang
penulis lakukan.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi dokumen yakni upaya pencarian
data mengenai hal atau variable yang diteliti baik berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti dan sebagainya.’
E. Teknik Analisis Data
Setelah data yang terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin
dibahas. Kemudian dilakukan analisis data meliputi :
1. Analisis Deskniptif (4nalysis Descriptive)

' Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Galia, 1998), him. 65.

“Suryana, Buku Ajar Perkuliahan Metode Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
Jniversitas Pendidikan Indonesia, 2010), him. 20

* Ibid., him. 20.

* Arikunto Suharsimi, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Prakiek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), him. 202.
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Analisis deskriptit digunakan untuk mendeskriptifkan data yang terkait sehingg
dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variable-variabel penulisan. D:
pendeskripsian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang hak cipta dalam perspek
ekonomi Islam.

Analisis Isi ( Content Analysis)

Setelah dideskripsikan secara apa adanya, selanjutnya data-data tersebut dianalis
dengan menggunakan metode analisis isi yang merupakan analisis ilmiah tentang hak cipr
sebagai harta jaminan. Analisis ini akan diawali dengan masalah hak itu sendiri termast
bagaimana memposisikan hak cipta dalam pengelompokan hak tersebut. Setelah hak cips
terposisikan dengan baik maka selanjutnya menganalisis hak cipta sebagai jamine
pembiayaan rahn.

Selanjutnya tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penganalisise
ini diantaraya adalah mengumpulkan data lalu melakukan klasifikasi data da
reduksi/rangkuman, serta menyimpuikan sumber yang telah diperoleh agar dapat dipahan
kemudian diinterpretasikan denga mencari pola hubungan antaw
kesimpulan awal dengan konteks asalahan yang menjadi poko
penelitian kemudian dilakukan analisis unt sebuah kesimpulan (verifikasi) da
penelitian ini. Untuk kevalidan sumb \\/ g

Ka
K9

hak cipta sebagai harta kekayaan dafam pktif &dnomi Islam, sebagai aset jamina
collateral dan mengembangkannya duta b
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BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan merupakan sebuah wacana baru yang
nenarik untuk dikaji lebih mendalam. Hak cipta yang merupakan harta immaterial atau tidak
serwujud telah diakui dalam Islam melalui Fatwa MUI Nomor. | tahun 2003 tentang Hak Cipta.
Akan tetapi fatwa merupakan produk jadi, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kembali terhadap
fungsi hak cipta sebagai jaminan. Dalam perspektif ekonomi Islam sendiri hak cipta bisa dipandang
melalui beberapa aspek antara lain : hak cipta sebagai kepemilikan dalam ekonomi Islam, dan hak
cipta sebagai harta ekonomi Islam.

Pandangan hak cipta perspektif ekonomi Islam ini nantinya akan membuka akses untuk
digunakannya sebagai jaminan pembiayzan, terkhusus dalam penelitian ini ialah pembiayaan skema
rahn. Karena pada dasarnya Rahn dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan™. Rahn
merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan
fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. Barang yang menjadi jaminan disebut
Marhun, pihak yang memberikan jaminan disebut Rahin dan pihak yang memperoleh jaminan atau
kreditur disebut murtahin. Marhun jaminan haruslah berupa benda yang memiliki nilai harta, dan
harta tersebut harus dapat diperjual-belikan

Dalam pembiayaan rakhn, yang menj
cipta perspektif ekonomi Islam juga harus
ini akan dibahas : Pertama, konsep hak cip

rahn.
A. Hak Cipta Perspektif Ekonomi Isla

Hak cipta pada hakikatnya me MMH@JW@ dimiliki oleh seorang pencipta.

Hak ini merupakan hak istimewa yang melekat pada pencipta karena usahanya dalam
menciptakan suatu cipt anj ndang-undang No. 28
Tahun 2014, hak cipta MN] V‘Egglﬁ:m otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu cip wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan r$LAMdangan

Hak cipta merupakan bagjan dari_kekay tual yang memiliki ruang lingkup
objek dilindungi paling luas Iﬁ N?Eg§ | dan sastra. Hak cipta juga
mencakup program komputer.

Menurut Fathi Al-Durayni hak cipta merupakan “Gambaran pemikiran yang dihasilkan
seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisanya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi
pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya™.’

Dari pengertian antara Undang-undang hak cipta 28/2014 dan hak ibtikar dapat
dipertemukan persamaan, bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang atas
hasil karya ciptaanya. Persamaan ini discbabkan karena asal munculnya hak cipta dari sumber
yang sama yakni dari khazanah kebudayaan di Barat khususnya Eropa. Hak ini kemudian
menyebar ke selurch penjuru dunia, dan sampai masuk ke dunia Islam yang akhimya masuk
juga ke Indonesia.

' Kata “agunan” oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
U (1998), diartikan sebagai cagaran, gadaian, jaminan, tanggungan.

° Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam, (Yogyakarta : Deepublish,
014), him.147.

* Fathi al-Durainy, Haqq al-fbtikar fi al-Figh al-Islami al-Mugaran (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), him. 20.
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Seorang pencipta dalam syariah memiliki hak kepemilikan atas ciptaannya. Eksisten
kepemilikan itu merupakan bagian dari kepemilikan atas benda bergerak. Hal ini merupak
konsensus dalam sistem hukum yang ada di dunia. Kepemilikan atas hak cipta dapat dimil
oleh individu maupun kelompok yang terdiri dari beberapa orang.

Dalam syariah Islam hak cipta dianggap sebagai bagian dari kepemilikan atas hax
dalam bentuk manfaat. Manfaat inilah yang merupakan bagian dari harta.

Schingga hak cipta sebagai harta kekayaan dalam perspektif Ekonomi Islam day
dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :

Hak cipta sebagai

™ Kepemilikan ekonomi
. Islam
Hak cipta Perspektif Ekono| }SL Al _Nak cipta sebagai

/
%’1 'ta ekonomi Islam

cipta sebagai hak

kebendaan

NIVERSITAZ")

Gambar 4.1 Konsep Hak'€ip

1. Hak cipta sebagai kepemilikan d:{\jjéu
Kepemilikan juga disebut hak milik. Daiam Islam kepemilikan dikenal dengan nan
al-milkiyah. Al-milkiya erIQ ilikge A/-milkiyah memili
arti yaitu sesuatu ymyﬁgﬁ ka A rang.' Pengertian la
al-milk adalah pemilikan atas ses (@/-mal atau harta benda) dan kewenangan seseorar
bertindak bebas terhadapnya.” I nemi Islam hak milik adalah sesuat

kekuasaan untuk menikm a dengan sepenuhnya sesu
dengan apa yang telah d1 Nﬁ@“gg endatangl\an kerugian ba,
orang lain. Dalam hal ini si pemilik hak tersebut bebas dalam menggunakan benda atau har
yang ia miliki.

conomi Islam.

Dalam kaitannya dengan hak cipta, scbagian ulama berpendapat bahwa hak cipta i%
termasuk terdapat haq Allah schingga dikatakan menjadi hak milik umum. Alasannya adala
karena ilmu itu berkaitan dengan kemaslahatan umum dan manfaat hakiki bagi umat, karen
itu hak cipta tidak termasuk hak pribadi.

Berkaitan dengan pendapat diatas, jika dikaji lebih dalam hak cipta masuk kedalas
hak manusia, sama sekali tidak akan menghalangi penyebaran ilmu pengetahuan da
teknologi. Justru dengan adanya perlindungan dari hak manusia akan memacu pan
ilmuwan, para peneliti untuk menemukan inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat da

memberikan keistimewaan yang layak dari hasil usaha dan tenaga yang dikeluarkan dalar
menghasilkan sebuah karya.

* Bahesti, Ownership In Islam, (Teheran: Foundation OF Islamic Thought, 1988), him. 161.
* Musthata Ahmad Zarqa, Al-madhkhal al- figh al ‘amm. (Beirut: Dar al-fikr Jilid 1, 1968), hlm. 240,



Setiap orang memperoleh hak dari hasil usahanya, baik hak materi (hagq maddi)
atau hak immateri (ma’nawi). Karena itu hak tersebut tidak boleh diganggu, dihilangkan dan
ditiadakan. Hak ini juga berarti mengharamkan seseorang menguasai hak orang lain dengan
cara batil. Syariat menganggap belajar memperoleh dan menyebarkan ilmu bermanfaat itu
sebuah pekerjaan, maka hak manusia atas pekerjaan itu termasuk hal yang ditetapkan secara
otomatis dalam agama.

Sedangkan keuntungan ma 'nawi dari karya yang dihasilkan merupakan refleksi hasil
pemikiran dan kreasinya itu berupa hak immaterial, yakni menisbahkan karya itu kepada
pencipta dan sebagai konsckuensinya hak cipta itu harus dicantumkan nama penciptanya dan
tidak boleh diubah tanpa persetujuan si pemegang hak cipta.’

Dalam memandang kepemilikan ini Islam sangat moderat. Sangat bertolak belakang
dengan sistem kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, dan sistem sosialis yang tidak
mengakui hak milik individu. Oleh karena itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilkan
pribadi disamping kepemilikan umum. Menjadikan hak milik pribadi sebagai dasar
bangunan ekonomi. Itu pun akan lerww-n-birjaian sesuai dengan aturan Allah
SWT. Berdasarkan konsep kepemilikdngd ,am ﬁ(onorm slam, maka kepemilikan individu
atas hak cipta diatur sebagai berikut’ : (_
a. Sifat kepemilikan, Allah adalah|pemj

kepemilikan terbatas. %

Z

O . T
kCsementara manusia memiliki hak
Z

Hak pemanfaatan, pemanfaatan ol 'l?_manu engmuti ketentuan Allah.
Prioritas kepemilikan, hak milik in m dap Negara diatur oleh Agama.
@ﬁﬂ{posional.
Distribusi kepemilikan, sebagian d :h “pemerintah dan langsung oleh Al-
Qur’an
f. Tanggungjawab pch Rvs T&Subhk dan Allah di
dunia dan akhirat. II,V]E I
Dari penjelasan di atas Jut wa cipta glalam ekonomi Islam mengakui
kepemilikan pribadi dan melind §!g!hée pribadi termasuk hak cipta.
Kepemilikan ekonomi Isla d arpya memberikan kebebasan
kepada manusia untuk mt,nm NESZA&)IRM tidak bertentangan
dengan hal-hal yang dilarang oleh syara’.
2. Hak Cipta sebagai harta Perspektif Ekonomi Islam
Harta (mal) dari segi bahasa disebut dengan al-mal yang berasal dari kata ( J —
Jy =3 — 324 ) yang berarti condong, cenderung dan miring.® Menurut Ibn Manzur dalam
bahasa al-Arab definisi harta itu ialah apa yang dimiliki oleh seseorang dari kescluruhan
sesuatu.” Dalam kamus Mu'jam al- Wasit, harta adalah setiap apa yang dimiliki baik oleh

individu atau bersama-sama seperti harta benda, barang dagangan, uang, hewan dan
- 10
kesemua dari harta-harta.

o a0 o

Peran individu, terdapat kewajlban U

 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, 1989), him. 2861.
7 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3El), Ekenomi Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), him.

T‘ Hendi Suhendi, Figh Muamalah. (Jakarta: Rajawali Press, 2005), him. 9.
’ Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Jil. 11, (Beirut : Dar Sadr, 1956), hlm. 623.
" Majma’ Lughoh al Arabiy, Mu jam al-Wasith, Jil.2, al-Maktabah al-Islamiyah, Istambul, t.th, him. 892.



Pada fugaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. berpendapat bahwa harta adal
sesuatu yang mempunyai nilai (gimah) dan manfa’ah (manfaat)."' Dengan nilai tersebut a
kewenangan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan ciptaannya.

Manfa'ah sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah bagian dari har
Pernyataan ini semakin diperjelas dengan pernyataan para fugaha: “Segala sesuatu ya
mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak at
melenyapkannya™.'?

Pengertian di atas mencakup segala hal, baik bersifat materi maupun abstr
(manfa’ah) yang mempunyai nilai materi yakni berupa harta.

Tujuan utama dari harta adalah manfa'ah. Dalam manfa’ah inilah terdapat ni
ckonomis. Nilai ekonomis membuat harta dapat diperjualbelikan dan dikenakan ganti ru
bagi siapa pun yang merusaknya atau melenyapkannya. Schingga nilai ekonomis yax
terkandung dalam hak cipta merupakan sebuah keuntungan yang didapat oleh si pemil
ciptaan.

Sebagian ulama dari kalangar
bukanlah harta, karena menurut mere

“Segala yang diminati manu§i dilgylirkan ketika diperlukan atau sega
sesuatu yang dapat dimiliki, disimpa inatfqatkan”’! *

Dari pernyataan di atas ma peroleh dari sebuah ciptaan tid
termasuk harta, karena hak cipta h% @ng hanya berupa manfa ‘ah. Kare
manfa’ah merupakan hak kepemil kanPtétapi pendapat ini tidak diduku
kalangan ulama mutakahirin, diantgrang m Yraini, Wahbah Al-Zuhaili. Mere
berpendapat bahwa harta itu bukan m mli saja, namun bisa berupa manfa:
“Manfaat dikatakan sebagai harta karena pada hakikatnya bisa digenggam da

menggenggam asal afau ( yan lﬁ?l’i suatu benda aty
bamng."14 Dari pendapat ini artinya harta tidak hanya sesuatu yang berbentuk materi saj

harta juga bisa termasuk manfa 'ahl $ LA M

Lebih lanjut harta memiliki 2 kriteria dalam Tigh yaitu sebagai berikut'*:

Pertama, al-ayn (m i . t:mam artinya disini harta §
wujud benda, yang bisa ba mm'l g d¥sebut dengan ayn ini bi
dirasakan oleh panca indra, atau katakanlah ayn sebagai indra, kursi wujud benda yang bi
dirasa oleh indra.

adimin berpendapat bahwa hak cip

Kedua, al-manfa’ah sering disebut dengan jasa, atau sesuatu yang menurut ak
tidak dapat dilihat dan diraba atau ditunjuk dengan indra. Artinya sesuatu itu secara ak
tidak dapat ditunjuk dengan indra kecuali disecbutkan bersamaan dengan sumberny
Misalnya manfaat motor mobil, manfaat rumah, manfaat sekolah dan lain sebagainya.

Contoh lain seseorang memiliki kemampuan (skif/) jadi muadzin atau imam sol.
Dalam figh klasik, kalangan ulama hanafiyah, menyatakan muadzin dan imam solat bols
mendapat gaji sebab mempunyai skill. Schingga harta itu bukan sekedar yang berwujud ta
bisa juga manfa'ah atau jasa.

"' Asmuni Mth, Hak Milik Intelektual Perspekiif Figh Istami, (Y ogyakarta : Al-Mawarid Edisi 1X Tahun 2003), hl

" Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 22.

" Nasroen Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), him. 73.
'f Wahbah Zuhaili, Figh Islam .., hlm. 393

" Ibid.. him. 32-33,
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Selanjutnya, penemuan-penemuan ilmiah hasil dari intelektual seperti hak cipta
termasuk harta, dengan syarat harus memenuhi kriteria sebagai harta. Kriteria harta
sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu memiliki al-gimah (nilai ekonomis). Hak cipta pada
dasarnya memiliki nilai ekonomis, karena dalam membuat suatu ciptaan memerlukan
pengorbanan baik itu waktu, tenaga, bahkan juga biaya. Sama halnya ijjazah punya nilai
ekonomis, karena untuk mendapatkannya memerlukan waktu, memerlukan tenaga dalam
belajar, memahami ilmu dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan hak cipta termasuk harta.

Sehingga hak cipta untuk memenuhi kriteria menjadi al-mal ada dua yaitu, al-gimah
dan manfa’ah. Sedangkan ketentuan bahwa sesuatu al-mal memiliki nilai ekonomis atau
memiliki gimah dan manfa'ah adalah al-"urf yaitu kebiasaan atau tradisi.'® Dalam konteks
hak cipta al-‘urf berupa kesepakatan akademik bahkan kesepakatan akademik internasional
menyatakan hak cipta memiliki nilai ckonomis. Acuan dalam menentukan ‘urf sebagai
metode dalam menetapkan dasar ketentuan gimah dan manfa’ah adalah berdasarkan al-
maslahah.

Hak cipta berdasrkan meto

yang ditimbulkan dari keberadaan Hdi ci at

Dari penjelasan di atas dap @is konsep harta dalam ekonomi Islam
dapat mengakomodasi hak cipta nsur yang membentuk harta, yaitu
gimah (nilai) dan manfa'ah (magfaat). eradf@n dua unsur tersebut dalam harta

berdasarkan al-urf. 2

>
3. Hak Cipta sebagai Hak Kebendawml = gj
Dari konsep hak cipta seba‘ng emifikan—dan sebagai harta, menunjukkan bahwa
hak cipta termasuk harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini juga sesuai
dengan fatwa MUIL @LNI[V h S’(I@Anﬁ Hak Cipta, Hak Cipta
sala

dipandang sebagai h satu huqug maliyyah (hak kekayaan). Sehingga, hak cipta dapat

disamakan sebagai hak kcpemil trha(ﬁu nda (mal). Oleh karena itu dapat
diperlakukan sebagai mana harta (amwal) yang dapat dimikki, dikuasai, diusahakan, dan

dialihkan.'” Selanjutnya lNMHﬁg}rﬂlga termasuk benda. Karena
yang akan digunakan sebagai harta ada enda:

Di dalam hukum normatif di Indonesia tidak ada terminologi hak cipta sebagai harta,
akan tetapi sebagai benda. Pada KUH Perdata dijabarkan bahwa yang dimaksud benda
menurut bentuknya yaitu benda materiil atau berwujud dan benda immateril atau tidak
berwujud.’®

Pemahaman hak cipta sebagai hak kebendaan berangkat dari ketentuan pasal 499
KUH Perdata yang berbunyi : “Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang
dapat dikuasai oleh hak milik™* jika ditelaah dari pasal di atas sangat jelas yang disebut
kebendaan itu mencakup dua hal. yakni benda sebagai barang (yang berwujud/materil) dan
benda sebagai hak (yang tidak berwujud/immateril).

' Asmuni, Hak Milik .., him. 33.

"7 pasal 1, ayat 9, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

"* Saidin,Hak Kekayaan Intelektual .., hlm. 15-16.

' Subekti, Pokok-Pokok Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 1980), hlm. 60. Lihat juga Pasal 499 KUHPerdata,
Marang dan Pembagiannya.



Pembagian benda berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 1) Benda vang dap:
diganti seperti uvang dan yang tidak dapat diganti seperti kuda. 2) Benda yang dap:
diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. 3) Benda yang dapat dibagi seperti berz
dan tidak dapat dibagi seperti kuda. 4) Benda yang bergerak dan yang tidak dapi
bergerak.?

Hak cipta sebagai hak ekslusif pada hakekatnya merupakan hak hukum, oleh karent
hak hukum maka hak cipta dapat diklasifikasi menjadi hak kebendaan yang sifatnya tida
berwujud (pasal 16 ayat (1) UUHC No.28 Tahun 2014), maka hak cipta berpeluang untu
dapat dialihkan dan diperalihkan kepada pihak lain. Peralihan itu sendiri dalam hal hak cipt
berupa hak ckonomi.?!

Dalam Al-Qur’an harta dapat diartikan harta benda, kekayaan atau hak milik. Hall
milik menurut al-Syatibi adalah adanya unsur kepemilikan dimana pemiliknya memiliki hall
untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya. Syatibi menaimbahkan bahwa
termasuk hak milik adalah sesuatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaklumi wrf” (ada
kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dibenarkan oleh agama).“

Konsep Syatibi diatas memberikan dua pandangan. Pertama, harta tersebut akar

tetap menjadi milik yang berhak efsq_l h tangan karena adanya sebab yang
dibenarkan oleh hukum (syara) perti jual- beli ibah, wasiat, pewarisan dan wakaf.
Kedua, segala sesuatu yang diaku rcr@ (rf) baik hal itu berupa materi maupum

immaterial dapat dikategorikan se
Hak kebendaan dibagi me k kebendaan yang sempurna dan hak
kebendaan yang terbatas. Hak mpurna adalah hak kebendaan yang
memberikan kenikmatan yang sen sipemilik. Oleh karena itu dinamakan
dengan hak kemilikan. Sedangka/n%hg Lm@ﬂ.rbata% adalah hak yang memberikan
kenikmatan yang tidak penuh atas sua bandingkan dengan hak milik. Artinya
hak kebendaan terbatas itu txdak penuh atau kurang sempurna _]Ika dibandingkan dengan hak
milik.”* Jika dlkdll vé g dl k cipta itu sebagai hak
kebendaan. Panddngan ini dapal dlslmpulkan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta
(UUHC).

Dari penjelasan di atas maka hak cipta dapat dikategerikan sebagai harta
sebagaimana dari pcmmmmlﬁrllﬁmgoﬁkan harta benda yang
dilindungi oleh syara akCipla se darta’Icbihlanjut diakui oleh Fatwa MUI
No.1/Munas/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bahwa hak
cipta yang termasuk dari HKI dalam Islam termasuk hak kekayaan yang mendapat
perlindungan sebagaimana harta.

B. Hak Cipta sebagai Jaminan Rahn Perspektif Ekonomi Islam
Seiring  perkembangan zaman dan dunia keilmuan, UUHC juga mengalami
perkembangan dengan lahirnya UUHC Nomor 28 Tahun 2016. Dalam UUHC Nomor 28 Tahun
2016. tepatnya pada pasal 16 ayat (3) berbunyi ~Hak cipta dapat digunakan sebagai objek

':" Subekti, Pokok-pokok... , him.61
’ Budi Agus Riswandi (ed.), Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta : Pusat HK1 FH Ull, 2016), him. 96.
= Al-Syaubi, “al-Muwafagat fi Usul al-Syariah™. dikutip dari Abdul salim Arif, Konsep Al-Mal dalam Perspektif

Hukum fslam (Studi terhadap ljitihad Fugaha), dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hlm. 51.
= lhm' him. 51.

** Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung: BPHN-Alumni, 1983), him.43
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jaminan fidusia”. Dalam pasal 16 ini mengisyaratkan penggunaan hak cipta sebagai objek
jaminan baru yang penerapannya belum ada di Indonesia.

Jaminan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat
pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki
dua fungsi yaitu, Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak
ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat
dari fungsi pertama, pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja,
melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Barang
jaminan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : 1) Tangible (berwujud) seperti tanah,
kendaraan, mesin, bangunan, 2) Intangible (tidak berwujud) seperti hak paten, franchise, merk
dagang, hak cipta, dan surat-surat berharga.

Dari penjelasan di atas maka hak cipta termasuk kategori jaminan infangible (tidak
berwujud), dan jaminan yang akan digunakan harus bisa dijual sebagai antisipasi terhadap
wanprestasi debitur. ISLAM

Dalam Rahn benda yang dighffdkan sebagai 421 inan adalah marhun. Objek rahn
merupakan salah satu syarat sahnya dkad 7 rhgin) merupakan barang yang dijadikan
jaminan oleh rahn. Menurut Wahbah A @Z ufdddalah harta yang ditahan oleh pihak

Berikut ini akan dijelaskan mejgen Wagai marhun dengan menggunakan
persyaratan marhun oleh ulama Hanafi g iberikut :
1. Marhun harus bisa dijual

Pertama, Makh NlbY'd R ketika akad dan bi
ertama a@ SN E 5lmﬁusa etika akad dan bisa

diserahkan, oleh sebab 1tu sah menggadaikan sesuatu yang “mungkin ada” atau “tidak
ada” (spekulatif), karena terdapat'.lﬁﬁcérA: ) dan khathar (risiko).”’

Dalam perspektif ekonomi Islam hak cipta diakui sebagai salah satu bentuk harta
yang dilindungi syara’ kamm@“‘ﬁfﬁ hathar didalamnya.

Hak cipta sebagdi ha mplfydi ni 0 i“bisa diperjual belikan atau bisa

dialihkan, yang telah diatur dalam pasal 16 UUHC No 28 tahun 2014, menyebutkan bahwa
hak cipta dapat diperjual-belikan yaitu melalui perjanjian. Adapun bunyi pasal 16 ayat 2
UUHC No 28 tahun 2014 scbagai berikut: Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik
seluruh maupun sebagian karera: pewarisan, hibah, wakaf, wasict, perjanjian tertulis atau
sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta bisa dijual dengan mengikuti dalil-dalil berupa : 1) Dalil mencari
kemaslahatan, 2) Dalil kebiasaan, 3) Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadis yang
membolehkan mengambil upah dalam menyampaikan atau mengajarkan hadits, 4) Qiyas
seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan
dan kesempatan untuk dimanfaatkan atau melarang orang lain, 5) Kaidah Sadduz Dzara'l

f’ Wahbah az-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV,1989), him. 133.
* Khoirul Hidayah, Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Jaminan dalam Perjanjian Rahn
Malang : De jure Jurnal syariah dan Hukum Vol. 6 No.1. 2014), him. 5.

2T ried vi_ 1929



{menutup jalan menuju haram), dan 6) Dasar ditetapkannya nilai jual adalah adanya muw
dibolehkan syariat.

Ketentuan hak cipta bisa dijual bisa juga dilihat dalam fatwa MUI tentang H:
Cipta. Fatwa ini sebenarnya memiliki isi yang sesuai dengan keputusan akhir dari Lembay
Pengkajian Figh Islam yang lahir dari Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan ke liny
di Kuwait tahun 1490 H atau tahun 1998 M. “Bahwa hak-hak cipta itu menurut syarp
terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta sekehendak mereka. Ta
seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam kary.
karya tersebut ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.”

Adapun poin penting pada fatwa komisi fatwa majelis ulama Indonesia Nomor
tahun 2003 Tentang Hak Cipta, pada fatwa hak cipta menerangkan bahwa “Hak Cip
dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindunga
hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan)”. Dalam segi pandang huquq maliyyah ata
hak kekayaan, maka hak cipta dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.” Dap
dialihkan berarti hak cipta tersebut da
kepemilikannya. Sehingga sangat jel
Marhun harus berupa harta e

Syarat kedua, marlnm harus @31‘ idak sah menggadaikan sesuatu yam
haram atau hasil buruan seseoramn
yang sedang dalam keadaan lhram fangk Hak cipta sangat jelas telah dijelaska
sebelumnya dalam perspektif ekononji¥sla cipta sebagai harta karena memilik
gimah (nilai) dan manfa 'ah (manfaat) Kefdfini asarkan ‘urf (kebiasaan). Hak cip#
juga termasuk jenis harta yang tidak 3 J'Ajlm ndapat perlindungan hukum Islamr
sehingga dapat digunakan pada akad baik akad mu ‘awadah maupun akad rabarru at, yan

dapat diwariskan dan VE R SITA S

Menggadaikan kemanfaatan

Hak cipta sebagaimana di SildalaﬂdMndang mempunyai manfaat yaity
sebagai alat pembeda antara barang dan atau jasa lainnya, digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau 1“@@”&%\1.\%:10“1%1 2 manfaat yakmn
dalam hak moral dan hak no eKon tuk mendapatkan manfaa
ckonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta ataw
pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun
walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan ekonomi atas ciptaan.

Akan tetapi tidak sah jika hanya menggadaikan manfaat dari benda tersebut. Para
fugaha dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan kemanfaatay
karena kemanfaatan tidak bisa diserahkanpada waktu akad, kemudian jika ada maka akas
hilang berlalu dan digantikan dengan kemantaatan baru.

Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

“"Menggadaikan kemanfaatan tidak sah, karena tujuan al-Murtahin adalah bisa menerime
pembayaran haknya dari sesuatu yang digadaikan, padahal suatu kemanfaatan itu sifatnya

m bentuk lisensi maupun sertifika
apat dijual.

30

Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008), him. 320.
* Pasal 1, Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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adalah hilang dan binasa sampai tempo pembayaran hak, sebab kemanfaatan sifatnya
langsung hilang dari digantikan dengan kemanfaatan yang lain i

Dan ungkapan ulama Syafi’iyah  dalam hal ini adalah sebagai berikut : “...tidak
sah menggadaikan kemanfaatan, karena kemanfaatan sifanya rusak, oleh karena itu, tidak
bisa dijadikan jaminan".*

Berdasarkan penjelasan Syafi’iyah, menggadaikan hak cipta berupa manfaat tidak
sah, tetapi hak cipta yang dapat digadaikan adalah hak cipta yang telah di daftarkan atau
dicatatkan. Karena dengan telah di daftarkannya hak cipta maka hak cipta tidak hanya
berbentuk manfaat saja, melainkan ada bukti kepemilikan harta. Menurut Budi Agus
Riswandi “Karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang didalamnya
melekat hak moral dan hak ekonomi sudah tentu yang dapat dijaminkan fidusia hanya
sebatas pada hak ekonomi saja sedangkan hak moral menjadi tidak dapat dialihkan kepada
siapapun selama pencipta masih hidup karena hak moral merupakan hak yang melekat
secara abadi pada diri pencipta” > dijaminkan adalah hak ekonominya
sesuai dengan perjanjian kepada pihok plcr ankan, biayaan dan lain-lain. Hak ekonomi
epemilikan hak cipta.

dari adanya usaha seseorang dalam

ekonomi Islam, bahwa nilai atau w
1 tdya, tenaga dan lain-lain.

menciptakan sesuatu, dengan mengor
5. Marhun harus jelas dan pasti

Marhun harmm $ TA$apal dinikmati. Dalam
UUHC, hak cipta a hak "eksklus tin otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu 1§ diwujudka m bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketel an ng-undangan. Sehingga hak cipta
sudah sangat jelas dan N 1 OIN Eg Kcrak dan benda yang tidak
berwujud. p' Tf

6. Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti
Berdasarkan syarat ini, maka setiap sesuatu yang meskipun mengandung unsur

Jjahalah (samar atau tidak diketahui dengan jelas) namun tetap sah dijual, maka sah juga
digadaikan. Sedangkan sesuatu yang mengandung unsur jahalah namun tidak sah dijual,
maka tidak sah juga digadaikan. Dalam hal ini hak cipta perspektif ekonomi Islam termasuk
harta kekayaan sehingga tidak ada unsur jahalah disana, dan dapat dijual ataupun dialihkan.
Hak cipta termasuk barang yang dapat dijuai sehingga sah untuk digadaikan.

7. Benda statusnya harus milik rahin

U Al-Mughni, juz 4 dan Kasysyaaful Qinaa’, jus 3, diedit dalam Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa

dillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam Wa Adillatuhu 6, Cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2011), him.
35.

* Mughnil Muhtaaj, juz 2 dan Haasyiyatul Bajuri, jus 2, diedit dalam Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa
dillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figih Islam Wa Adillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.
35.

" Budi Agus Riswandi, dikutip dari Rany Kariika, Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Lex
lenaissance, No. 2 Volume. 1 Juli 2016, him. 300,



Hak cipta sebagaimana diatur di dalam UUHC dapat dimiliki oleh pelaku usal
baik perorangan atau badan hukum. Kepemilikan atas hak cipta dapat diajukan melal
Dirjen HKI yaitu melalui pendaftaran ciptaan. Pemerintah akan melindungi pemilik cipta.
berdasarkan pendaftaran. Bagi pencipta yang tidak mendaftarkan ciptaannya, maka mere
tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip konstitutif yas
dipakai di dalam perlindungan hak kekayaan industri.

8. Marhun harus mufarragh (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Hak cipta tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak rahe
Karena hak cipta tidak ditempeli sesuatu benda lain.

9. Marhun harus muhawwaz (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Hak cipta dalam hal ini adalah hak atas suatu ciptaan tertentu. Hak cipta dala
bentuk wujudnya berupa sertifikat kepemilikan atas ciptaan. Hak cipta terpisah denge
benda-benda riil seperti buku dan lain-lain.

10. Marhun harus mutamayyiz

Mutamayyiz (terbedakan dan terbemukan) tidak dalam bentuk bagian yang mas
umum dari sesuatu (musvaa’), uptu ak—sah menggadaikan separuh rumah ate
sepercmpat kendaraan, waidupun it i da pihak yang ikut memiliki baran

menurut ulama Hanafiyah di atas M menj:zlskdn tentang keberadaan hak cipta ¢
dalam kajian fikih.

Dalam Fatwa MUI tentang hal&‘e mmj\an pandangan hukum Islam hak cips
sebagai salah satu hm]uq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukuw

(mashun) sebagaimana H;t* r ﬁ:$l g% silmdungan hukum Islawn
selama hak cipta atas cipfdan tidak berte ngan m Isl

Keberadaan hak cipta seba S ek bﬁ M perjanjian rahn jika merujuk padi
ketentuan MUI di atas maka: I bl_

a. Hak cipta dipandang se i mm a as harta kekayaan perusahaa;
(huqug maliyyah). Dari lﬂ i ME?S cipta, hasil ciptaan (karang
mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yany
dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang
sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar; (b) Pemilil
hak-hak non-material seperti hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, das
bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbaga
ketidakpastian dan tipuan, seperti hainya dengan kewenangan sescorang terhadap hak-hal
yang bersifat material; (¢) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindung
olch syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

b. Hak cipta merupakan hak yang dapat memberikan mantfaat berupa hak ecksklusif bag
pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atay
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menuru

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta
(Jakarta : MUI, 2003), hlm. 1-7.
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Hak cipta
dalam hal ini tidak melanggar ketentuan baik yang ada di dalam al-Qur’an ataupun Hadis.

c. Hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian baik perjanjian mu'awadhah
(pertukaran, komersial), maupun perjanjian tabarru’ar (non komersial), serta dapat
diwaqafkan dan diwariskan. Ketentuan fatwa tersebut senada dengan ketentuan pada Pasal 3
UUHC yang menganggap bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, sehingga ia beralih
atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian
tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman
yang hukumnya adalah haram. Pada fatwa tersebut memang lebih menonjolkan aspek
pembajakannya saja. Namun UUHC terlah mengatur setidaknya ada empat jenis
pelanggaran dalam hak cipta yang dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Niaga atau
melalui arbitrase yaitu : 1) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, 2)
mencamtumkan nama pencipta dalam ciptaan, 3) mengganti atau mengubah judul ciptaan, 4)
mengubah isi ciptaan. ISLAM

rgaahwa ak cnlﬁ juga dapat dijadikan sebagai obyek

Ketemuan ini dapat menjelask

Berkenaan dengan hak kepenga m ﬂ, salah satu hak cipta, Wahbah al-
Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hal ¥4 m arangan adalah hak yang dilindungi
oleh syara / hukum Islam atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy
buku (tanpa izin yang @N&M ER&W A{Sahatan terhadap hak
pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa
dalam pandangan syara’ dan meru:}zs enci engharuskan ganti rugi terhadap
hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan

kerugian moril yang menimpt!“@ Q“ﬁ.$l A
Hak cipta yang dianggdp s ai bénda, m enuruf’ Wahbah Zuhaili, jika ada yang

menggunakan tanpa seizin pemiliknya dan mengakibatkan kerugian baik secara moril ataupun
ekonomis maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam dan dianggap dzalim.
Penjelasan tersebut di atas dapat menjadi pertimbangan bahwa memang hak cipta dapat
dikategorikan sebagai benda/ harta yang kemudian tentunya dapat dijadikan sebagzai obyek
benda dalam pembiayaan rahn yaitu sebagai syarat rukunnya berupa marhiin.

Disamping syarat-syarat di atas, ulama fikih sepakat bahwa rahn itu baru dianggap
sempurna apabila barang yang dijadikan agunan secara hukum sudah berada ditangan lembaga
pembiayaan rahn. Dalam kasus hak cipta, yang termasuk barang jaminan berupa benda tidak
bergerak, maka tidak harus hak ciptanya yang diberikan, tetapi cukup sertifikat kepemilikan hak
cipta.

* Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVIVMUV/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1K1).

* Fath al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Figh al-Islami al-Mugaran (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), him. 20.

7 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyic al-Kattani, dkk, Figih Islam Wa
dillatuhu Jilid 4, Cel. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 381.



Syarat yang terakhir ini oleh ulama disebut al-gabd al-marhun (barang jaminan dikuas
secara hukum oleh kreditur). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam Firmann
QS. Al-Baqarah ayat 283 menyatakan “fa rihan magbudah” (barang jaminan itu dipegang ati
dikuasai). Setelah agunan itu dikuasai oleh lembaga pembiayaan, maka rahn itu mengikat ked
belah pihak. Alasannya adalah karena utang tersebut terkait dengan agunan, yaitu apabila utay
tidak dapat dilunasi oleh debitur, maka agunan dapat dijual oleh kreditur untuk pelunasan utan
tersebut. Apabila ada kelebihan dari penjualan agunan tersebut maka wajib dikembalikan ole
kreditur kepada pemiliknya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, hak cipta bisa digunaka
sebagai jaminan rahn, karena telah memenuhi syarat-syarat benda jaminan marhun, denga
dukungan dari fatwa dan pendapat ulama.

. Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan di Pembiayaan Rahn

Rahn sebagai model pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminkan barang berharg

untuk memperoleh utang yang dapat digunakan untuk pelunasan utang tersebut apabila utaw

tersebut tidak dilunasi dalam jangka AvaktGyanghditentykan. Pembiayaan rahn merupakan ca
untuk memberikan pembiayaan kep

memerlukan pinjaman menjaminkan dd-bpnk atau pegadaian, lembaga keuangz
bank syariah atau pegadaian syariah

Untuk mendapatkan kredit i pembiayaan rahn, pihaknya juga menunt
barang agunan yang dipegang pegada i jansa an atas kredit tersebut. Barang agun:

yang digunakan dalam perjanjian A sejalan dengan marhun yang berlak

dalam akad rahn. Telah dijelaskan %@‘M@J}mak cipta telah memenuhi syarat-syar.

marhun yang ditetapkan oleh syara’.

Menurut Iswi_Harjiyani, mar, ipta,pada_UUHC Npo. 28 Tahun 2014 hany
mengatur penjaminanu Mlm u i$j s;i lukan revisi UU terseby
agar penjaminan hak cipta juga bisaglkukan melalui skema gadai (rahn).*®

Revisi ini dilakukan karen jamin idusia tentunya berbeda dengan rahn
Perjanjian jaminan rahn tidak wajib menggunakan akta notaris sebab obyek jaminannya berad

di tangan pihak kreditorlN@.GNg %lﬂmaminan fidusia harus dibuz
menggunakan akta notaris dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pad

Kementerian Hukum dan HAM.*’ Pengaturan fidusia dibuat lebih ketat dibandingkan rahr
sebab obyek jaminan fidusia berada di tangan debitor (nasabah) dengan status hak pakai. Jik
kelak pihak debitor pemberi rahn ingkar janji (wanprestasi), maka pihak kreditor (pegadaian
dapat langsung mengeksckusi obyek jaminan melalui mekanisme Parate Eksekusi®’ atau tanp
harus minta ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengalihan Hak Cipta tidak berdampak pada hak moral yang dimiliki pencipte
Meskipun karya cipta yang digadaikan telah berpindah tangan berkali-kali, namun nam
pencipta tetap harus dicantumkan sebab pencipta memiliki hak moral yang berlaku selamanya
Di sisi lain, pengalihan hak cipta bisa berdampak pada hilangnya hak ekonomi yang dimilik

™ Iswi Hariyani, Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia,: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUN

NO. 2 VOL. 23 APRIL 2016: 128.

39 .
“ Ibid.. hlm. 129,
' Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur (berpiutang) tanpa melalu

hakim. Jadi parate eksekusi atau eksekusi langsung, terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu mili
debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial.  Dikutip dari www.gresnews.com/berita/tips/80111 1 -memahami-parate




58

pencipta. Pencipta yang telah menjual karya ciptanya ke pihak lain tidak dapat membuat
perjanjian lisensi (waralaba)."’

Secara sederhana, penjaminan hak cipta melalui skema rahn dapat dilihat pada gambar
4.2 dibawah ini:

l Pegadaian ]

Y
Marhun (hak cipta) J

Y
Hak ciptaan dan Settifikat Hak £1ptay(sebagai agunan

-
kanZgdunan tambahan

o
i
=r

pokok) sehingga

ERSITEQS

Eksekusi jaminan rahn

ORI Ay

Gamlm m&jﬁkcma Rahn

“*1swi Hariyani, Penjaminan Hak Cipta... hlm. 308,



Teknis operasional dalam pembiayaan rafin dengan menggunakan marhun hak cipta

Ve

Pegadaian memberikan Marhun bih

marhun bih 4 (pembiayaan)

b

Nasabah Pegadaian

»

S

UNIVERSITA
( ~
VISINOANN

Marhun Nasabah

(Jaminan) menyerahkan

SAEDE

TONIVERSTAS™™
Keterangan :
1. Nasabah mengisis formulir pennil&ila_hn A Mbawa marhun (hak cipta)

2. Nasabah menyerahkan formulir penmntaan Rahn gang dilampiri dengan foto copy identite

serta barang jaminan (sert

3. Petugas pegadaian menaksir (marhun atau hak cipta) agunan yang sudah diserahkan
Besarnya pinjaman (marhun bih) adalah sebesar 90% dari taksir marhun

5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uan
pinjaman.

Melihat dari teknis operasional dalam pembiayaan rahn dengan menggunakan marhia
hak cipta di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan rahn pada umumnys
Tetapi pada bagian ketiga terdapat perbedaan. Penaksiran hak cipta tentunya berbeda denga
marhun jenis lain yang biasa digunakan dipegadaian, meliputi semua barang yang bergerak da
tidak bergerak. seperti : emas, motor, tanah dan lain-lain. Oleh sebab itu marhun hak cipta tida
bisa ditakar oleh penaksir gadai.

Pengukuran atau penaksiran marhun sangatlah penting karena berkaitan dengan besa
kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pemberian pinjaman yaitu dari nilai taksy
barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Untuk barang bergerak seperti emay
misalnya, murtahin (petugas penaksir) dalam melakukan penaksiran melihat Harga Pasar Puse
(HPP) yang telah berlaku atau melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoma:
digunakan untuk keperluan penaksiran selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yany



60

terjadi, selanjutnya murtahin menguji kualitas marhun, dan terakhir murtahin menentukan nilai
taksir barang jaminan.

Untuk barang yang tidak bergerak, murtahin bisa meminta informasi ataupun sertitikat
tanah (pekarangan) kepada rahin untuk mengetahui gambaran umum marhun, murtahin dapat
melihat langsung atau tidak langsung kondisi marhun ke lapangan, selanjutnya murtahin
melakukan pengujian kualitas marhun, terakhir murtahin menentukan niali taksir.

Untuk penilaian hak cipta dapat merujuk pada Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4
(PPPI-4) Penilaian Aset Tidak Berwujud. Menurut PPPI Penilaian Aset Tidak Berwujud dalam
hal ini hak cipta dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan yaitu : Pendekatan harga (cost
approach), pendekatan pasar (market approach), dan pendektan pendapatan (income
approach). “

Pada pendekatan harga yang sering disebut juga pendekatan biaya dan dikenal sebagai
pendekatan aset yang disesuaikan. Pendekatan yang didasarkan pada biaya diterapkan atas dasar
prinsip substitusi yaitu sebuah aset tidak benilai lebih tinggi dari biaya untuk mengganti semua
bagiannya. Pada pendekatan pasar memp@ndjagkan aset titlak berwujud yang dinilai dengan aset
tidak berwujud sejenis atau hak kepemi ign aset tak ber@ ud dan sekuritas yang lelah dijual di
pasar bebas. Dua sumber data yang uum anddlam pendekatan pasar adalah pasar
dimana hak kepemilikan atas aset tid I@)e g%'jenis diperdagangkan dan transaksi
ang dinilai. Dan pada pendekatan
u hak atas kepemilikan aset tidak
g diantisipasi.

Implementasi dari prinsip syarl Weh operasional lembaga pembiayaan
rahn, dapat dilakukan dengan beberapa a perjanjian’ yang bisa digunakan dalam skema
Pembiayaan rahn (gadai) syariah antara lain®® :

. Akad Qardul hasan U N E R S I TA S
Qardul hasan adalah keglatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan

tanpa imbalan dengan kewajiba pemj n embalikan pokok pinjaman secara
sekaligus atau cicilan dalam )angka waktu tertentu.

Akad ini dilaku ﬁ Ik gadmkan barangnya untuk
keperluan konsumtif. Dengan cml ian nasah rahin) akan memberikan biaya upah atau
Jee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian

(marhun).

Gambar skim pembiayaan rahn dengan akad gardul hasan, dapat dilihat pada
gambar 4.4 berikut ini:

berwujud dengan menghitung nilai kini é%s

** Bellah Putri Affandi, Analisis Hak Kekayaan Intelekial Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatan
erekonomian Di Indonesia, hlm 10. Lihat juga Indra Rahmatullah, 4set Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam
erbankan, (Yogyakarta : Depublish 2016), hlm 142-144,

* Ibid., him. 127-129.

* Muhamad, Manajemen Kewangan Svariah : Analisis Figh dan Keuangan, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN,
216), him. 335,



Upah (fee) j

F Rahin

Pinjaman

Gambar 4.4 Skim Pembiayaan Rahn Hak Cipta Qardul hasan.

Dari gambar 4.4 di atas dgpat dilihat bahwa\Dalam penggunaan hak cipta sebag
jaminan, dengan skema akad ini e menggadaikan hak ciptanya unty
in akan memberikan biaya upah ats
at hak cipta tersebut.

memenuhi kebutuhan konsumtifn
fee kepada murtahin sebagai jasa p

2. Akad Mudharabah
Akad mudharabah adalah ara bank selaku pemilik dana (shah
al maal) dengan nasabah selaku smpunyai keahlian atau keterampile
untuk mengelola satu usaha yan pr \Wa¥4l. Hasil dari keuntungan penggunac

dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.*

Akad ini dilakykan k nas ikan jaginannya untuk menamba
modal usaha (pelv@ a rI‘nv' aﬁogier )Ang demikian, rahin ake
memberikan bagi hasil (bcrdag;;kzm kcumunﬁani kepada murtahin sesuai denge

kesepakatan sampai modal yan Lm tA

Gambar skim pembiayaan rahn denEan akad mudharabah, dapat dilihat pac

gambar 4.5 berikut ini: INDON SIA

o

[ Bagi hasil

r Rahin j. Hak Ciptaj
r Modal

Gambar 4.5 Skim Pembiayaan Rahn Hak Cipta Mudharabah.

* Muhamad, Manajemen Keuangan Svariah - Analisis Figh dan Keuangan, (Yogyakarta : UPP STIM YKPM
2016), him. 240.



Dari table 4.5 di atas dapat analisis bahwa, dalam skema pembiayaan rahn dengan
menggunakan akad perjanjian mudharabah, maka rahin menggadaikan hak ciptanya kepada
murtahin, kemudian pihak murtahin memberikan modal usaha yang diperuntukkan untuk
investasi dan modal kerja. Dengan rahin berkewajiban memberikan bagi hasil kepada
murtahin sampai modal tersebut terlunasi.

3. Akad ba'i al mugayyadah
Ba'i al mugayyadah adalah akad jual beli dimana pemilik dana (shahibul maal)
memberikan batasan kepada pengelola dana (mudharib) mengenai tempat, cara, barang
investasi dan lain-lain *¢
Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah
modal usaha berupa pembelian barang. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang
yang dimaksud oleh rahin. Gambar skim pembiayaan rahn dengan akad mugayyadah, dapat

dilihat pada gambar 4.6 berikut ini: /~ ISLAM \

Z

(&0

Gambar 4.6 Skim Pembiayaan Rahn Hak Cipta Mudharabah.

Dalam skim pembiayaan rahn dengan akad perjanjian ba'i mugayyadah pada
gambar 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa rahin menggadaikan hak cipta kepada murtahin,
kemudian murtahin akan membelikan dan menyerahkan barang yang diinginkan rahin
(sesuai dengan perjanjian), selanjutnya rahin memiliki kewajiban melunasi utang akan
barang tersebut.

* Muhamad, Manajemen Keuangan Svariah : Analisis Figh dan Keuangan, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN,
016), him. 248.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

B. Saran %
1:

Hak cipta sebagai jaminan pembiayaan dengan skema rahn dimulai dengan perumusan h
cipta sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunak

antara lain :

a.  Hak cipta sebagai kepemilikan perspektif ekonomi Islam

b. Hak cipta sebagai harta perspektif ckonomi Islam

c. Hak cipta sebagai hak kebendaan.

Hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan rahn, yaitu hak cipta sudah memenw
syarat-syarat sebagai marhun. MUI juga telah menjelaskan tentang keberadaan hak cipta

dalam kajian figih, hak cipta sebagai huqug maliyyah (harta kekayaan), dapat diigunaka
sebagai jaminan pembiayaan dengan skema rahn.

Teknis operasional rahn hak cipta umumnya tidak berbeda dengan marhun lainny
Perbedaan terjadi pada penaksira;.—hek—e'ge—éﬂa\sir atau dihitung berdasarkan Pandu:
Praktik Penilaian Indonesia PPP ~67Pf|:§i|ﬁ|ar{v).set [idak nerwujud. Mekanisme hak cips

sebagai objek rahn dapat diteraplﬁn pa bagdi pkad, dimulai dari akad qardul hasa
akad murabahah, dan ba'l mugayvad

Berdasarkan hasil penelitian di Kefahui
i o Z .
pembiayaan rahn perspektit ekoromi
yaitu digunakan pada jaminan ga
kehidupan merupakan suatu

a hag ipta dapat digunakan sebagai jamine
untgk |itu pemerintah perlu merevisi UUH
perlu karena peranan hak cipta dalay
’ motivasi individu untuk berusah
mengembangkan kreatifitasnya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yam

renttin s YO WY R ST

Penelitian selanjth pat ‘mernger Bp Ittiaf iffi déhgd meneliti faktor penilaia
atau penaksiran hak cipta seb inan enmm juga dapat menggunakan metod
lain dalam meneliti penggunaafg:L'hA) a daw bisa juga dengan meneliti penerapa

hak cipta pada skim PIN sam dharabah, musyarakah, ijarah dw
lain-lain. Sehingga infdima Dg pa i si dan hak cipta bisa seger

digunakan sebagai jaminan di Indonesia.
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